


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Mewujudkan Pengadilan Agama 

Nganjuk Yang Agung ” 

1. Menjaga kemandirian aparatur 

pengadilan; 

2. Meningkatkan pengawasan dan 

pembinaan sebagai upaya 

menciptakan kualitas sumber daya 

manusia Pengadilan Agama 

Nganjuk; 

3. Memberikan pelayanan publik yang 

prima dan keterbukaan informasi di 

bidang hukum; 

4. Mewujudkan kesatuan pola tindak 

dan pola kerja sehingga diperoleh 

kepastian hukum bagi masyarakat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORI KETUA 

PENGADILAN AGAMA NGANJUK 



 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga kami 

dapat menyelesaikan tugas-tugas kedinasan di 

Pengadilan Agama Nganjuk dengan baik yang 

antara lain telah dapat menyusun laporan atas 

kegiatan serta hasil kerja kami selama Tahun 

Anggaran 2020 ini menguraikan secara deskriptif 

tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2020 yang 

meliputi bidang Teknis Yudisial, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi 

Kesekretariatan, Pembinaan dan Pengawasan serta pelaksanaan tugas 

lainnya sekaligus sebagai pertanggungjawaban dari realisasi program kerja.  

Laporan Kinerja Tahunan ini sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Nganjuk kepada pimpinan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan berpedoman kepada Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung RI, untuk dijadikan bahan evaluasi dan 

perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan 

datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas. Kami telah 

berusaha menyajikan laporan ini seobjektif mungkin, akan tetapi kami sadari 

KATA 

PENGANTAR 

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. 



 

masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi, 

saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan 

yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

pembuatan Laporan Kegiatan Tahunan ini kami sampaikan terima kasih.  

 
Nganjuk, 30 Desember 2020  
Ketua,  
 
 
 
 
 
Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. 
NIP. 19670509 199403 1 005 
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Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Kabupaten Nganjuk 

terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai 

dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ± 122.433 Km² 

atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas: 

1. Tanah sawah 43.052.5 Ha 

2. Tanah kering 32.373.6 Ha 

3. Tanah hutan 47.007.0 Ha 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk tepatnya 

berbatasandengan : 

1. Sebelah Utara    : berbatasan dengan 

Kabupaten Bojonegoro 

2. Sebelah Timur  : berbatasan dengan 

Kabupaten Jombang 

3. Sebelah Selatan   : berbatasan dengan 

Kabupaten Kediri 

4. Sebelah Barat  : berbatasan dengan 

Kabupaten Madiun   

 

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B memiliki  yurisdiksi  
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Kabupaten Nganjuk yang terdiri  dari  20 Kecamatan dan memiliki wilayah 

hukum yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 15 (lima belas) 

Kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa dengan 

luas mencapai ± 122.433 Km² atau 122.433 Ha.  

Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah 

Nganjuk antara lain sebagai berikut : 

No Kecamatan No Kecamatan 

1 Bagor 11 Ngluyu 

2 Baron 12 Ngronnggot 

3 Berbek 13 Pace 

4 Gondang 14 Patianrowo 

5 Jatikalen 15 Rejoso 

6 Kertosono 16 Prambon 

7 Lengkong 17 Sawahan 

8 Loceret 18 Sukomoro 

9 Nganjuk 19 Tanjunganom 

10 Ngetos 20 Wilangan 

 

Status tanah Kantor Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B 

adalah Hak Pakai sesuai dengan sertifikat No. 00023 atas nama 

Pemerintah Republik  Indonesia  Cq.  Mahkamah Agung  RI dibangun di 

atas tanah seluas 3.540 m2 dengan ukuran bangunan 983 m2. 
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A.  Kebijakan Umum Peradilan    

Menurut ketentuan Pasal  24 ayat 2  UUD  1945  bahwa 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan  yang  berada  di   bawahnya  dalam  lingkungan  

peradilan umum, lingkungan peradilan  agama, lingkungan peradilan 

militer,  dan lingkungan   peradilan  tata  usaha  negara   oleh   sebuah  

Mahkamah Konstitusi. 

Kedudukan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 tahun  1989    yang telah  diubah  dengan Undang-Undang   

Nomor  3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 50 Tahun 2009  tentang  Peradilan Agama adalah  sebagai  

salah satu pelaku  kekuasaan  Kehakiman   bagi  rakyat  pencari   

keadilan   yang beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu  

dibidang  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syari'ah dan lain-lain. 

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang• Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali 

dengan Undang-undang No.5 tahun 2009 tentang  Peradilan Agama 

pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan 

Kehakiman yang merdeka melalui penataan sistem peradilan yang 

terpadu (Integrated Justice System), terlebih Peradilan Agama secara 
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konstitusional merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah 

Agung. 

Selain itu undang-undang tersebut diatas adalah mengatur 

kebijakan terhadap hal-hal mengenai Peradilan  Agama, pengawasan 

tertinggi baik menyangkut teknis  yudisial  maupun non yudisial yaitu  

urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah 

kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat, serta prilaku  hakim,  

pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

Perubahan  ini  dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar 

dalam penyelengaraan  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  agar  prinsip 

kemandirian  peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan 

paralel dengan integritas dan akuntabilitas hakim, disamping itu pula 

membawa konsekuensi terhadap pengembangan dan pegelolaan 

Peradilan   Agama   dimasa   yang   akan   datang,   baik   dari   segi 

administrasi, finansial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

kearah yang lebih baik. 

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan 

Agama Nganjuk Kelas 1B adalah  mengoptimalkan  potensi  sumber 

daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan 

peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, independen dan 

akuntabel serta transparan maka ditempuh kebijakan 
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penyelenggaraan  peradilan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B 

sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bidang Yudisial 

1.1. Meningkatkan   pelayanan   penerimaan    dan   penyelesaian 

perkara dengan program : 

 Meningkatkan mutu pelayanan penyelesaian perkara. 

 Meningkatkan penerimaan perkara. 

 Meningkatkan  penertiban  administrasi  perkara  

kedalam register perkara. 

 Meningkatkan    pengendalian    perkara    sesuai    

Pola Bindalmin dan Aplikasi SIPP. 

 Penertiban berkas perkara yang telah diminutasi ke 

dalam box perkara. 

 Mempublikasikan   putusan   yang   sudah   

berkekuatan hukum tetap melalui website dan Direktori 

Putusan. 

1.2. Mewujudkan  rasa  keadilan  dan  kepastian   hukum  dengan 

program : 

 Mewujudkan  Putusan/Penetapan   yang  mernenuhi  

rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

 Mewujudkan  penyelesaian   perkara  yang  telah  

inkracht (berkekuatan  hukum)  melalui  sidang  ikrar  
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talak, penerbitan Akta Cerai dan pelaksanaan 

permohonan eksekusi. 

 

2.   Bidang Non Yudisial 

a. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen. 

sumber daya manusia. 

b. Meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian ke dalam 

aplikasi  Sistem  lnformasi  Kepegawaian (SIKEP  MARI) dan 

KOMDANAS. 

c. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen 

keuangan  melalui   aplikasi   keuangan  seperti  SAIBA,   

SAS, RKAKL, dan KOMDANAS. 

d. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen umum, 

sarana dan prasarana  lainnya seperti SIMAK-BMN, RKBMN 

dan SIMAN. 

e. Meningkatkan  pengendalian  manajemen   Peradilan  Agama, 

dengan program :  

-   Peningkatan sumber daya manusia (aparatur peradilan). 

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi  sumber dana dalam 

DIPA. 

- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. 

- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. 



 

  _tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC        8

f. Meningkatkan    pemberian    pelayanan    informasi    dengan 

pemanfaatkan Teknologi lnformasi. 

 

  3.   Dasar Hukum dan Tujuan 

a. Dasar hukum 

Dasar hukum pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang     Nomor    48    tahun    2009    tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Undang-Undang  Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan 

kedua   atas   Undang- Undang   Nomor   14   tahun   

1985 tentang Mahkamah Agung RI. 

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Pernbahan 

atas  Undang-Undang   Nomor  14   tahun   1985 tentang 

Mahkamah Agung RI. 

4. Undang-Undang  Nomor 3 lahun 2006 tentang  perubahan 

alas Undang-Undang Nomor 7   lahun 1989 tentanq 

Peradilan Agama. 

5. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan 

kedua alas Undang-Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentanq 

Peradilan Agama. 

6. Undang-Undang     Nomor    28   lahun    1999 tentang 

Penyelenggaraan    Pemerinlahan   yang   Bersih,   Bebas 

Korupsi dan Nepolisme. 
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7. Peraturan   Pemerinlah  Nomor  46  Tahun  2011 tentang 

Penilaian Preslasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

8. lntruksi  Presiden    Nomor 7   lahun  1999  tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja tnstansi  Pemerinlah. 

9. Keputusan      Ketua     Mahkamah    Agung     RI    Nomor 

143/KMNSKNlll/2007 tentang  Pemberlakuan Buku I  pada 

bagian keliga (Prosedur Penyampaian Laporan 

Pelaksanaan Kegialan). 

10. Kepulusan     Ketua      Mahkamah    Agung    RI    Nomor 

KMA/032/SK/IV/2006 tentanq Pedoman Pemberlakuan 

Buku II. 

11. Keputusan      Ketua      Mahkamah    Agung     RI    

Nomor KMN080/SK/2006     tentang      Pedoman     

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga 

Peradilan. 

12. Keputusan Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor 

KMN096/SK/X/2006 tentang  Tanggung Jawab Ketua 

Pengadilan Tingkat   Banding   dan   Ketua   Pengadilan 

Tingkat  Pertama  dalam  melaksanakan  tugas 

pengawasan. 

13. Peraturan   Kepala  BKN  Nomor   1 tahun  2013 tentang 

petunjuk  pelaksanaan  Peraturan   Pemerintah  Nomor  

46 Tahun 2011. 
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14. Surat     Sekretaris     Mahkamah    Agung     RI     Nomor 

1435/SEK/OT.01.2/11/2019   tanggal  26  Nopember  

2019  tentang Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2019 . 

b. Tujuan 

Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan: 

1. Memberikan informasi yang lengkap tentang program 

Pengadilan  Agama  Nganjuk   Kelas  1 B  tahun  2019     

yang telah selesai dilaksanakan. 

2. Sebagai bahan evalusai pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan  Agama  Nganjuk   Kelas  1 B  2019   dan  

menjadi barometer untuk menentukan program kerja pada 

tahun berikutnya. 

3. Sebagai  bahan evaluasi untuk pertangunggung jawaban 

pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. 

  

 

 

B. Visi dan Misi 

Untuk   melaksanakan   dan   menjabarkan   tugas   pokok   

tersebut diperlukan  rencana strategi berupa visi dan misi Pengadilan 

Agama Nganjuk Kelas 1 B    yang    pada    pokoknya    bertujuan 
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untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. 

Visi  Pengadilan Agama Nganjuk  

adalah merupakan penjabaran dari Visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

"Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk 

yang Agung”. 

   

Untuk mewujudkan visi tersebut 

diatas, maka Misi Pengadilan Agama 

Nganjuk  Kelas 1B dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan; 

2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya 

menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama 

Nganjuk; 

3. Membrikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan 

informasi di bidang hukum; 

4. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga 

diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat; 

 

 C.   Rencana Strategis (Renstra) 
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Perencanaan  strategis  merupakan  proses  yang  berorientasi  

pada hasil kinerja yang ingin dicapai  selama kurun waktu 1 sampai 5 

tahun secara 

sistematis dan 

berkesinambungan

. Rencana strategis 

merupakan 

langkah  strategis 

yang harus 

dilakukan dan  

nantinya  menjadi dasar  pengukuran dan  evaluasi  pencapaian 

kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan kinerja.  

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada 

Pengadilan  Agama  Nganjuk  Tahun  2019,  ditempuh  langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Memobilisasi serta meningkatkan seluruh potensi dan 

kemampuan aparat pengadilan guna mencapai tujuan. 

2. Menciptakan  kualitas   pelayanan   publik   (public   service)   agar 

tercapai sesuai dengan target. 

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat 

diimplementasikan melalui dua strategi yaitu : 

1. Strategi Stabilitas 
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Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan 

mempertegas arah  kegiatan Pengadilan  Agama  Nganjuk serta 

menghindar dari segala  yang  menjadi  penghambat  dimasa  

lalu,  serta meningkatkan segala daya dan dana, diarahkan pada 

peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama 

Nganjuk yang mandiri dan profesional. 

2. Strategi Efisiensi. 

Strategi ini berorientasi pada skala prioritas dengan memilah 

kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus 

didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan 

Agama Nganjuk yang tidak mungkin lagi dipertahankan 

keberadaaannya. 

Dari  rencana strategi  diatas,  kunci  keberhasilan  yang  

dirumuskan melalui rencana  strategi  Pengadilan  Agama  Nganjuk  

kedepan dapat dirumuskan ke dalam tiga aspek yaitu: 

 1.    Sumber Daya Manusia mencakup : 

a. Penambahan  tenaga  teknis  dan  tenaga  administrasi   yang 

proporsional dan profesional. 

b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai. 

d. Penggunaan   Teknologi  lnformasi   dalam   administrasi  dan 

pelaporan. 

 2.   Sarana mencakup : 
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a. Pengusulan   pembangunan  rumah  dinas  dan   pengadaan 

kendaraan roda empat dan roda dua. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 

c. Pengadaan sarana rak arsip perkara. 

d. Pengembangan perpustakaan yang representatif. 

e. Peningkatan jumlah Anggaran DIPA sesuai dengan rencana 

kebutuhan. 

3.   Ketatalaksanaan mencakup : 

a. Melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku secara optimal. 

b. Melaksanakan  program  yang  telah  disusun  dengan  tetap 

berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran 

Mahkamah Agung, Juklak dan Juknis yang ada. 

Dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai 

program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019. 

Untuk itu dalam rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan 

Agama Nganjuk tahun 2017-2021 diperlukan analisis dan kondisi 

keadaan tingkat perkara tahun 2011-2015. 

Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel atau data 

perkara Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut : 

No Tahun Sisa Perkara Jumlah Perkara Sisa 
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Perkara 

yang lalu 

Masuk Perkara Di 

Putus 

Perkara 

sekarang 

1. 2016 438 2443 2881 2319 482 

2. 2017 482 2394 2876 2549 327 

3. 2018 327 2716 3034 2526 517 

4. 2019 517 2725 3242 3076 166 

5. 2020 166 3000 3166 3056 110 

Tabel 1. 2 Tabel Analisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur 

Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan 

meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap 

tahun. Hal ini ditunjukkan dalam grafik perkara selama 5 tahun, 

sebagai berikut : 



 

  _tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC        16

 

Grafik 1. 1 Grafik Analisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk 

 

 Potensi Dan Permasalahannya 

Capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Nganjuk 

dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 telah menunjukkan hasil 

yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : 

Pertama, tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal 

Kelengkapan data Simpeg Online lengkap 100%, hal tersebut 

membuktikan peningkatan pelaksanaan adminisrasi 

Kepegawaian. 
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Kedua, pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk 

telah memaksimalkan one day publish dengan capaian 100% dan 

one day minute dengan capaian 100% dari tabel penyelesaian 

perkara sebanyak 3055 perkara.  

Ketiga, pada Tahun 2020 Upload file utusan di SIPP 

Pengadilan Agama Nganjuk sebesar 3055 putusan, dari jumlag 

tersebut dapat terpenuhi dan dipublikasikan dalam waktu 1 hari 

(one day publish),  hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

publikasi putusan dan transparansi peradilan. Dari keberhasilan 

tersebut dapat di identifikasikan dapat menjadi modal dalam 

melanjutkan Pembaruan Peradilan, khususnya lima tahun 

kedepan. 

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan 

(Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan 

Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Nganjuk. 

1) Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Agama 

Nganjuk mencakup beberapa hal 

yang memang diatur dalam 

peraturan/ Perundang-undangan 

sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan, yang mencakup 

dalam beberapa aspek : 
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a) Aspek Proses Peradilan  

Adanya Undang-undang yang mengatur 

kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk selaku 

Pengadilan Tingkat Pertama.  

 

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk 

memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya  

 

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan 

Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan 

insidentil.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA 

dan SIPP yang mempermudah proses administrasi 

perkara. 
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2) Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada 

di Pengadilan  Agama Nganjuk dirinci 

dalam beberapa aspek : 

a) Aspek Proses Peradilan  

Belum memiliki mekanisme 

evaluasi yang dapat mengukur 

kepuasan masyarakat pencari 

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk.  

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Pengadilan Agama Nganjuk belum mempunyai 

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai 

kebutuhan Pengadilan. Jumlah pegawai yang jauh dari 

ideal sehingga banyak rangkap jabatan yang 

menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam 

pelayanan kepada masyarakat.  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang 

berbasis teknologi informasi.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA 

dan SIPP masih sedikit sehingga proses administrasi 
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perkara kurang berjalan optimal.  

e) Aspek Sarana dan Prasarana  

 Pegadilan Agama Nganjuk membutuhkan belanja 

modal guna pembangunan ruangan arsip, ruangan 

perpustakaan kantor, dan banyak lagi ruang yang 

dibutuhkan.  

 Pengadilan Agama Nganjuk juga membutuhkan alat 

transportasi berupa mobil dinas karena mobil dinas 

yang dimiliki cuma 2 unit yang dipake oleh Ketua dan 

Panitera, sedangkan untuk operasional lainnya tidak 

ada. 

 Personal Komputer dan Mebelair Pengadilan Agama 

Nganjuk jumlahnya sangat sedikit tidak sesuai 

dengan jumlah kebutuhan yang ada sehingga dapat 

menghambat pelayanan publik yang prima. 

 

3) Peluang (Opportunity) 

Berikut adalah 

peluang-peluang yang dimiliki 

Pengadilan Agama Nganjuk 

untuk melakukan perbaikan 

ditinjau dari beberapa aspek : 

a) Aspek Proses Peradilan  
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Adanya aplikasi yang mempermudah proses 

berperkara dan administrasi umum serta website 

Pengadilan Agama Nganjuk yang mempermudah 

masyarakat dalam mengakses informasi dan proses 

berperkara.  

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan 

yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia. Adanya tunjangan kinerja sebagai 

motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Adanya 

kegiatan pengawasan 

yang dilaksanakan 

oleh Badan 

Pengawasan, Hakim 

Pengawas Daerah 

maupun Hakim 

Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara reguler 

maupun insidentil yang sudah ada dalam Aplikasi SIWAS 

(Sistem Pengawasan) ke Pengadilan Agama Nganjuk.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  
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Dukungan dan koordinasi yang baik antar 

pengadilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. 

e) Aspek Sarana dan Prasarana  

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk berupa sambungan internet 

dan website Pengadilan Agama Nganjuk. 

 

4) Tantangan (Threat) 

Berikut adalah 

tantangan-tantangan di 

Pengadilan Agama 

Nganjuk yang akan 

dihadapi dan harus 

dipikirkan cara terbaik 

untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

a) Aspek Proses Peradilan  

Belum tersedianya suatu alat pengukuran 

kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan 

pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.  

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Personil Pengadilan Agama Nganjuk belum 
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seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama 

Nganjuk.  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Adanya sistem reward dan punishment untuk 

mengontrol kinerja aparat peradilan khusunya Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

     Foto Penyerahan Reward di Pengadilan Agama Nganjuk. 

 

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA 

masih sedikit sehingga proses administrasi perkara 

kurang berjalan optimal.  

e) Aspek Sarana dan Prasarana  

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan 

sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.  
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 Tujuan Strategis 

Berdasarkan visi dan misi 

yang ditetapkan tersebut di atas 

maka Pengadilan Agama Nganjuk 

menetapkan tujuan organisasi yang 

akan dicapai hingga tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

masyarakat pencari keadilan. 

2) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang 

profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 

3) Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

4) Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan 

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 

 

 Sasaran Strategis 

Berdasarkan 

Tujuan tersebut di 

atas, Pengadilan 

Agama Nganjuk 

menetapkan 

sasaran strategis 



 

  _tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC        26

sebagai berikut : 

1) Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat 

waktu, transparan dan akuntabel. 

2) Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, 

dan akuntabel. 

3) Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi. 

4) Terwujudnya ketepatan waktu peran kesekretariatan dalam 

melayani kebutuhan seluruh hakim dan pegawai. 

5) Terwujudnya realisasi, penyerapan dan pengelolaan 

keuangan DIPA secara tepat waktu. 

6) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif 

dan efisien. 

7) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan eksternal yang 

efektif dan efisien ditunjang meja pengaduan dan aplikasi 

SIWAS (Sistem Pengawasan). 
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Laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2020 

menggambarkan tentang 

keadaan perkara yang 

sebenarnya sejak dari 

perkara diterima hingga 

selesai diputus dan 

diminutasi. Dimana 

meliputi perkara yang 

dimohonkan banding, 

kasasi dan peninjauan kembali, mediasi, perkara eksekusi, posbakum, 

perkara prodeo dan itsbat nikah . 

Laporan keadaan perkara sebagai salah satu sarana sebagai bahan 

dan dasar evaluasi dan untuk menegetahui kemajuan – kemajuan yang 

telah dicapai Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2020. Berikut 

adalah penjabaranlaporan keadaan perkara Pengadilan Agama Nganjuk 

selama satu (1) tahun. 

 

 

 

BAB II 

KEADAAN PERKARA 

Alur Penyelesaian Perkara 
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A.  KEADAAN PERKARA 

A.1.1  Penerimaan Perkara Pada Pengadilan Agama Nganjuk 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, 

Pengadilan Agama  Nganjuk mempunyai tugas pokok dan fungsi 

“memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi 

syari’ah”,sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan 

dengan memperhatikan kekuatan sumber daya manusia yang ada, 

Pengadilan Agama Nganjuk membentuk susunan Majelis Hakim untuk 

melaksanakan persidangan perkara yang terdapat pada Pengadilan 

Agama Nganjuk dan dengan adanya mutasi keluar dan masuk 

menghruskan Ketua pengadilan Agama Nganjuk untuk berulang kali 

menyusun dan merombak susunan Majelis, berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : W13-

A22/195/HK.00.8/1/2020 tanggal 03 Januari 2020 dan yang terakhir 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : W13-

A22/2830/HK.00.8/8/2020, tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut : 

 MAJELIS A, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. 
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Hakim Anggota  : H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.   

Hakim Anggota : Drs. H. Muh. Iskandar Eko Putro, M.H. 

Panitera Pengganti : Zainul Hudaya, S.H. 

 

 MAJELIS B, terdiri dari : 

Ketua Majelis : H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.   

Hakim Anggota : Drs. H. Muh. Iskandar Eko Putro, M.H. 

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron 

Panitera Pengganti : Dedi Ardabili, S.Ag. 

 

 MAJELIS C1, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. H. Muh. Iskandar Eko Putro, M.H. 

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron 

Hakim Anggota : Zainuri Jali, S.Ag.,M.H. 

Panitera Pengganti : A. Romadhon, S.Ag., M.H. 

 

 MAJELIS C2, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. H. Musthofa Zahron 

Hakim Anggota : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Hakim Anggota : Hasyim Alkadrie. S.Ag.,M.H 

Panitera Pengganti : Muhammad Nafi', SH, MHI. 

 

 Majelis C3, terdiri dari : 

 Ketua Majelis : Zainuri Jali, S.Ag.,M.H. 
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Hakim Anggota : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Hakim Anggota : Hasyim Alkadrie. S.Ag.,M.H 

Panitera Pengganti : Setyo Hayuningsih, SH. 

 

 MAJELIS C4, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Hakim Anggota : Zainuri Jali, S.Ag.,M.H. 

Hakim Anggota : Hasyim Alkadrie. S.Ag.,M.H 

Panitera Pengganti : Dian Purnaningrum, SH, MH. 

 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006, tentang Kewenangan Pengadilan Agama dan 

guna menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Agama Nganjuk, maka perlu menetapkan Susunan Hakim 

Tunggal dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk 

W13-A22/2830/HK.00.8/8/2020, tanggal 31 Agustus 2020, sebagai 

berikut : 

 MAJELIS C5, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. 

Panitera Pengganti : 1. Dian Purnaningrum, SH, MH. 

2. Dedi Ardabili, S.Ag. 

 



 

 _tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC 29

Gambaran umum keadaan perkara Pengadilan Agama Nganjuk 

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

JENIS PERKARA 

JUMLAH 

PERKARA 

Sisa 

2019 

Masuk Putus Sisa 

2020 

GUGATAN 161 2464 2519 106 

PERMOHONAN 5 536 537 4 

JUMLAH 166 3000 3056 110 

 

Tabel 2.1. Gambaran Umum Kedaan Perkara Tahun 2020 

 

Grafik Gambaran Umum Kedaan Perkara Tahun 2020 
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A.1.2. Jumlah Perkara Yang Diterima 

Diketahui dari tabel keadaan perkara diatas, bahwa selama 

tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk menerima perkara sebanyak 

3000 perkara. Jumlah ini naik sebesar 9 % dibandingkan tahun 2019 

yang menerima perkara sebanyak 2725 perkara. Berikut jumlah 

perkara yang diterima setiap bulannya : 

 

No. BULAN 2018 2019 2020 

1. Januari 426 Perkara 306 Perkara 385 Perkara 

2. Februari 189 Perkara 192 Perkara 214 Perkara 

3. Maret 196 Perkara 222 Perkara 243 Perkara 

4. April 209 Perkara 202 Perkara 152 Perkara 

5. Mei  179 Perkara 177 Perkara 100 Perkara 

6. Juni 101 Perkara 188 Perkara 326 Perkara 

7. Juli 347 Perkara 284 Perkara 307 Perkara 

8. Agustus 240 Perkara 232 Perkara 265 Perkara 

9. September 219 Perkara 238 Perkara 337 Perkara 

10. Oktober 247 Perkara 275 Perkara 265 Perkara 

11. November 224 Perkara 292 Perkara 285 Perkara 

12. Desember 139 Perkara 117 Perkara 121 Perkara  



 

 _tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC 31

 

Tabel 2.2. Perbandingan Perkara Diterima Dalam 3 Tahun  

 

Grafik Perbandingan Perkara Diterima Dalam 3 Tahun  

 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa penerimaan perkara 

terbanyak ada pada bulan  Januari 2020 dan penerimaan perkara 

paling sedikit ada pada bulan  Desember 2020. Berikut klasifikasi 

penerimaan perkara berdasarkan jenis-jenis perkaranya selama tahun 

2020 dapat dilihat tabel dibawah ini : 

No. Jenis Perkara Perkara Diterima 
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1 Ijin Poligami 5 

2 Pencegahan Perkawinan - 

3 Penolakan Perkawinan oleh PPN - 

4 Pembatalan Perkawinan 1 

5 Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri - 

6 Cerai Talak 689 

7 Cerai Gugat 1744 

8 Harta Bersama 5 

9 Penguasaan Anak/Hadhanah 5 

10 Nafkah Anak Oleh Ibu - 

11 Hak Hak Bekas istri - 

12 Pengesahan Anak 9 

13 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua - 

14 Perwalian 25 

15 Pencabutan Kekuasaan Wali - 

16 Penunjukan Orang Lain sebagai wali - 

17 Ganti Rugi Terhadap Wali - 

18 Asal Usul Anak 7 
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Tabel 2.3. Jenis Perkara Diterima Tahun 2020 

19 Penolakan Kawin Campuran - 

20 Istbat Nikah 7 

21 Izin Kawin - 

22 Dispensasi kawin 438 

23 Wali Adhol 16 

24 Ekonomi Syariah - 

25 Kewarisan 12 

26 Wasiat - 

27 Hibah - 

28 Wakaf - 

29 Zakat/Infaq/Shadaqoh - 

30 P3HP/Penetapan Ahli Waris 36 

31 Lain-lain 1 

Jumlah 3000 Perkara 
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Berdasarkan tabel penerimaan perkara diatas, dapat diketahui 

dengan jelas bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak adalah 

perkara yang paling banyak diajukan oleh masyarakat di Pengadilan 

Agama Nganjuk selama tahun 2020. Terutama untuk perkara cerai 

gugat yang mencapai 58 % dari keseluruhan perkara yang diterima di 

Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan untuk cerai talak sendiri 

yang menempati posisi kedua terbanyak, jumlahnya juga tidak sampai 

setengah dari perkara cerai gugat. 

 

A.1.3. Jumlah Perkara Yang Diputus 

Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Nganjuk adalah sebanyak 3076 perkara. Jumlah ini juga mengalami 

penurunan sebesar  1 % dari jumlah perkara yang diputus tahun 2020 

sebanyak  3056 perkara. Rincian perbandingan jumlah perkara putus 

setiap bulannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

No. BULAN JUMLAH 

1. Januari 245 Perkara 

2. Februari 267 Perkara 

3. Maret 223 Perkara 

4. April 146 Perkara 

5. Mei  131 Perkara 
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6. Juni 267 Perkara 

7. Juli 338 Perkara 

8. Agustus 223 Perkara 

9. September 331 Perkara 

10. Oktober 291 Perkara 

11. November 316 Perkara 

12. Desember 278 Perkara 

 

Tabel 2.4. Perkara Diputus Tahun 2020 

 

 

Grafik Perkara Diputus Tahun 2020 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat signifikan jumlah perkara yang 

diputus paling sedikit, yaitu pada bulan Mei tahun 2020, hal ini 

kemungkinan besar disebabkan karena adanya Hari Raya Idul Fitri 

dan dan karena adnya pendemi Covid-19 pada bulan tersebut. 

Sedangkan jumlah perkara putus di bulan-bulan lainnya tidak terlalu 

ada perbedaan yang signifikan,dan hal ini dirasa cukup 

membanggakan, bahwa kinerja penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Agama Nganjuk pada Tahun 2020 cukup stabil setiap 

bulannya. Untuk klasifikasi perkara yang diputus berdasarkan jenis-

jenis perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  

NO JENIS PERKARA 
PERKARA 
DIPUTUS 

 DICABUT 213 

1 Ijin Poligami 4 

2 Pencegahan Perkawinan - 

3 Penolakan Perkawinan - 

4 Pembatalan Perkawinan - 

5 Kelalaian Kewajiban Suami/ Istri - 

6 Cerai Talak 627 

7 Cerai Gugat 1656 

8 Harta Bersama 3 
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9 Penguasaan Anak 4 

10 Nafkah oleh Ibu - 

11 Hak-hak bekas isteri - 

12 Pengangkatan Anak 6 

13 Pencabutan Kekuasaan Orangtua - 

14 Perwalian 23 

15 Pencabutan Kekuasaan Wali - 

16 Penunjukan Orang Lain sebagai wali - 

17 Ganti Rugi Tehadap Wali - 

18 Asal Usul Anak 6 

19 Penolakan Kawin Campur - 

20 Istbat Nikah 5 

21 Izin Kawin - 

22 Dispensasi Kawin 418 

23 Wali Adhol 16 

24 Ekonomi Syariah - 

25 Kewarisan 7 

26 Wasiat 1 

27 Hibah - 

28 Wakaf - 
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29 Zakaf/Infaq/Sadaqah - 

30 P3HP/Penetapan Ahli Waris 25 

31 Lain-lain - 

 DITOLAK 16 

 TIDAK DITERIMA 10 

 GUGUR 6 

 DICORET 10 

JUMLAH 3056 Perkara 

 

Tabel 2.5. Jenis Perkara Diputus Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis perkara yang 

paling banyak diputus di Pengadilan Agama Nganjuk adalah perkara 

cerai gugat, yaitu sebesar 55 % dari keseluruhan perkara yang 

diputus. Hal ini seimbang dengan jumlah perkara cerai gugat yang 

memang paling banyak diterima di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Setelah cerai gugat, jumlah perkara yang paling banyak diputus 

adalah cerai talak. 

Sedangkan komposisi jenis putusan dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini : 

No. Jenis Putusan Jumlah 

1 2 3 
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1. Dicabut 213 

2. Dikabulkan 2801 

3. Ditolak 16 

4. Tidak Diterima 10 

5. Digugurkan 6 

6. Dicoret dari Register 10 

Jumlah 3056 

 

Tabel 2.6. Jenis Putusan Tahun 2020 

 

 

Grafik Jenis Putusan Tahun 2020 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis putusan 

DIKABULKAN adalah yang terbanyak dibandingkan jenis putusan 

yang lainnya dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu 92 % dari 

seluruh putusan di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2020. 

Kemudian menempati posisi terbanyak kedua adalah DICABUT 

sebesar 7 %. 

Selain itu, putusan dikabulkan yang diputus secara verstek juga 

ditemukan lebih banyak, yaitu sebesar 81 % dibandingkan putusan 

yang diputus secara non verstek sebesar 19 % dari jumlah putusan. 

Perbandingan jumlah putusan verstek dan non verstek dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

 

No. 
Putus 

Dikabulkan 

Jenis Putus 

Keterangan 

Verstek Non Verstek 

1 2 3 4 5 

1. 3056 2476 580 - 

Prosentase 81 % 19 % - 

 

2.7. Tabel Perbandingan Jumlah Perkara Putus Verstek dan Non 

Verstek 
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Grafik Perbandingan Jumlah Perkara Putus Verstek dan Non 

Verstek 

 

A.1.4  Penerimaan Perkara yang diajukan Upaya Banding 

Keadaan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan 

Agama Nganjuk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 

2018 - tahun 2020 sebanyak 48 perkara. Sedangkan selama tahun 

2020 perkara yang diupayakan banding yang diterima Pengadilan 

Agama Nganjuk mengalami  Penurunan dibandingkan tahun 2019 

sebanyak 24 perkara dan tahun 2020 sebanyak 11 perkara. Selama 

kurun waktu satu tahun, perkara yang telah diupayakan banding telah 

diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 7 perkara 
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dan sampai akhir tahun ini tersisa 4 perkara atau 0,63 % , berikut 

adalah tabel perkara yang dimohonkan banding : 

No Tahun 

PERKARA BANDING 

Sisa  
(%) Diterima 

PA 
Diputus 

PTA 
Lain-lain 
(cabut) 

Sisa belum 
Diputus 

PTA 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2018 10 8 0 2 0,8 % 

2 2019 24 18 1 5 0,75 % 

3 2020 11 7 0 4 0,63 % 

 

Tabel 2.8. Pekara yang diajukan Upaya Banding 

Tahun 2018-2020 
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Grafik Pekara yang diajukan Upaya Banding Tahun 2018-2020 

A.1.5   Penerimaan Perkara yang diajukan Upaya Kasasi 

Penerimaan Perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan 

Agama Nganjuk pada tahun 2020 sebanyak 6 perkara jumlah tersebut  

sama dengan tahun 2019 sebanyak 6 perkara, dari jumlah perkara 

dimohonkan kasasi tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Tidak memenuhi syarat formil sebanyak 0 

perkara sehingga dapat diprosentasekan sisa yang belum diputus 100 

%, berikut adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan kasasi 

dalam kurun waktu 3 tahun yakni dari tahun 2018-2020: 

No Tahun 

PERKARA KASASI 

Sisa  
(%) Diterima 

PA 
Diputus 

MA 
Lain-lain 

(cabut/TMS) 

Sisa belum 
Diputus 

MA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2018 8 1 2 5 0,375% 

2 2019 6 3 1 2 0,666% 

3 2020 6 0 0 6 100% 

 

Tabel 2.9. Pekara yang diajukan Upaya Kasasi 

Tahun 2018-2020 
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Grafik Pekara yang diajukan Upaya Kasasi  

Tahun 2018-2020 

 

A.1.6  Penerimaan Perkara yang diajukan Upaya Peninjauan 

Kembali 

Untuk penerimaan perkara yang diajukan upaya peninjauan 

kembali pada Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2020 

sebanyak 0 perkara, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

jumlah perkara yang diajukan upaya peninjauan kembali tidak ada 

perubahan, dari jumlah perkara peninjauan kembali tersebut sudah 

diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika 
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diprosentasekan sisa tesebut sejumlah 100 %, berikut adalah tabel 

perkara yang mohon peninjauan kembali ke Mahkamah Agung 

Republik Indonesia : 

No Tahun 

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI 

Sisa  
(%) 

Diterima PA 
Diputus 

MA 
Lain-lain 
(cabut) 

Sisa belum 
Diputus 

MA 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2018 1 1 0 0 100 % 

2 2019 1 1 0 0 100 % 

3 2020 0 0 0 0 100 % 

 

Tabel 2.10  Pekara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Tahun 2018-2020 
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Grafik Pekara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Tahun 2018-2020 

B.  PENYELESAIAN PERKARA 

 B.2.1  Penyelesaian Perkara  

 Dalam jangka waktu satu tahun Pengadilan Agama Nganjuk 

dapat menyelesaikan perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 

3056 perkara dari perkara diterima sebanyak 3000 perkara dan sisa 

perkara di tahun 2019 sebanyak 166 perkara sehingga total perkara 

yang diterima dan ditangani Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 

3166 perkara, jika diprosentasekan penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak (96,53%). Penyelesaian 

perkara di tahun 2020 tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Perkara gugatan(contentious) diputus sebanyak 2519 perkara 

dengan prosentase (82,42%); 

2. Perkara permohonan (voluntair) diputussebanyak 537 perkara 

dengan prsoentase (14,11%), dengan demikian sisa tundaan 

perkara sebanyak 110 perkara dengan prosentase (3,47%).  

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 penyelesaian perkara di tahun 

2020 mengalami peningkatan, yang sebelumnya di tahun 2019 dari 

jumlah perkara yang diterima sebanyak 3240 perkara dapat 

menyelesaikan 3076 perkara jika diprosentasekan sebanyak (94,93%) 

dan di tahun 2020 jumlah perkara diterima 3166 dapat menyelesaikan 

3056 Perkara jika diprosentasekan sebanyak (96,53%). Berikut tabel 

data statistik perkara diputus perbulan selama kurun waktu 3 tahun 
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dari tahun 2018 - 2020 : 

No Bulan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1 Januari 155 264 245 

2 Pebruari 227 247 267 

3 Maret 232 211 223 

4 April 195 192 146 

5 Mei 217 237 131 

6 Juni 169 156 267 

7 Juli 202 268 338 

8 Agustus 303 341 223 

9 September 195 288 331 

10 Oktober 218 287 291 

11 Nopember 249 305 316 

12 Desember 164 280 278 

Jumlah 
2526 

Perkara 

3076 

Perkara 

3056 

Perkara 

 

Tabel 2.11. Jumlah Perkara Diputus dalam kurun waktu 3 tahun 2018 - 2020  
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Grafik Jumlah Perkara Diputus dalam kurun waktu 3 tahun 2018 - 2020  

 

Berikut statistik data perkara putus, berdasarkan Jenis 

Perkara dalam kurun waktu 3 tahun di tahun 2018-2020 di Pengadilan 

Agama Nganjuk :  

No Jenis Perkara 

Tahun 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

 DICABUT 170 192 213 

1 Ijin Poligami 2 10 4 
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2 Pencegahan Perkawinan - - - 

3 Penolakan Perkawinan - - - 

4 Pembatalan Perkawinan - - - 

5 Kelalaian Kewajiban Suami/ 

Istri 

- - - 

6 Cerai Talak 550 621 627 

7 Cerai Gugat 1588 1931 1656 

8 Harta Bersama - 6 3 

9 Penguasaan Anak 5 5 4 

10 Nafkah oleh Ibu - - - 

11 Hak-hak bekas isteri - - - 

12 Pengangkatan Anak 5 3 6 

13 Pencabutan Kekuasaan 

Orangtua 

- - - 

14 Perwalian 15 22 23 

15 Pencabutan Kekuasaan 

Wali 

- - - 

16 Penunjukan Orang Lain 

sebagai wali 

- - - 
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17 Ganti Rugi Tehadap Wali - - - 

18 Asal Usul Anak - 11 6 

19 Penolakan Kawin Campur - - - 

20 Istbat Nikah 14 14 5 

21 Izin Kawin - - - 

22 Dispensasi Kawin 68 161 418 

23 Wali Adhol 15 21 16 

24 Ekonomi Syariah - - - 

25 Kewarisan 4 3 7 

26 Wasiat - - 1 

27 Hibah - - - 

28 Wakaf - - - 

29 Zakaf/Infaq/Sadaqah - - - 

30 P3HP/Penetapan Ahli 

Waris 

14 18 25 

31 Lain-lain 15 6 - 

 DITOLAK 8 10 16 

 TIDAK DITERIMA 22 14 10 

 GUGUR 18 17 6 
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 DICORET 13 11 10 

Jumlah 
2526 

Perkara 
3076 

Perkara 
3056 

Perkara 
 

Tabel 2.12 :Penyelesaian Perkara diputus berdasarkan Jenis Perkara 

Tahun 2018-2020 

 

Disamping penyelesaian perkara ditingkat pertama, untuk 

penyelesaian perkara dalam bentuk upaya hukum banding, kasasi dan 

peninjauan kembali. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020 

masih menyisakan perkara tersebut sebagai berikut :  

 

 Penyelesaian Perkara Banding 

Selama tahun 2020 dari perkara banding yang diterima 

Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 11 perkara dan sudah 

diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 7 

perkara dan menyisakan sebanyak 4 perkara yang dimohonkan 

banding, jika diprosentasekan sebanyak 64 %, berikut tabel 

rincian sisa perkara banding tersebut : 

No. No. Perkara 
Jenis 

Perkara 
Ketua Majelis 

Ket. Belum/ 
Dicabut 

1 2 3 4 5 

1. 0511/Pdt.G/2020/PA.Ngj Cerai Talak H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.   Belum Turun 

2. 0897/Pdt.G/2020/PA.Ngj Cerai Gugat 
Drs. H. Muh. Iskandar 
Eko Putro, M.H 

Belum Turun 

3. 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj Cerai Talak 
Drs. H. Muh. Iskandar 
Eko Putro, M.H. 

Belum Turun 
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4. 1664/Pdt.G/2020/PA.Ngj Cerai Talak H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.   Belum Kirim 

 

Tabel 2.13. Sisa perkara Upaya Banding Tahun 2020 

 Penyelesaian Perkara Kasasi 

  Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020 telah 

menerima perkara yang diajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI 

sebanyak 6 perkara, dari perkara yang diajukan Kasasi tersebut 

6 perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung RI, jika 

diprosentasekan sisa tersebut sebanyak 100 %, berikut tabel 

rincian sisa dari perkara Kasasi tersebut :  

 

No. No. Perkara 
Jenis 

Perkara 
Ketua Majelis 

Ket. Belum/ 
Dicabut 

1 2 3 4 5 

1 0119/Pdt.G/2019/PA.Ngj Waris 
Drs. H. Muh. Iskandar 
Eko Putro, M.H 

Belum Turun 

2 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj 
Pembatalan 

Nikah 
Zainuri Jali, S.Ag.,M.H. Belum Turun 

3 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj Cerai Talak Drs. H. Musthofa Zahron Belum Turun 

4 0619/Pdt.G/2019/PA.Ngj Waris Zainuri Jali, S.Ag.,M.H. Belum Turun 

5 2124/Pdt.G/2019/PA.Ngj Waris Drs. H. Ahmad Fanani, 
M.H. 

Belum Turun 

6 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj Wasiat Drs. H. Musthofa Zahron Belum Kirim 

. 

Tabel 2.14. Sisa perkara Upaya Kasasi Tahun 2020 

 

 Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali 

Untuk Perkara yang diajukan upaya Peninjauan Kembali 

di tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima 
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perkara sebanyak 0 perkara di Mahkamah Agung RI, dan pada 

tahun 2019 masih menyisakan 1 perkara dan berhasil diputus 

oleh Mahkamah Agung RI sebanyak 1 perkara di tahun 2020 

dan sisa yang belum diputus oleh Mahkamah Agung RI sampai 

dengan akhir tahun 2020 sebanyak 0 perkara, jika 

diprosentasekan sisa tersebut sebanyak 100%, berikut tabel 

rincian sisa dari perkara Peninjauan Kembali tersebut : 

No. No. Perkara Jenis Perkara Ketua Majelis 
Putus/ 
Belum/ 

Dicabut) 

1 2 3 4 5 

1. - - - - 

 

Tabel 2.15. Sisa perkara Upaya Peninjaunan Kembali Tahun 2020 

 

B.2.2.  Jumlah Yang Diputus Tepat Waktu 

Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2020 ini berhasil 

menyelesaikan perkara sebanyak 3056 Perkara dari penyelesaian 

tersebut Pengadilan Agama Nganjuk berhasil memutus perkara 

tepat waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 2566 Perkara dan 

diputus 3-5 bulan sebanyak 403 Perkara serta perkara yang tidak 

diputus tepat waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 87 Perkara. Berikut 

tabel rincian data per bulan perkara yang diputus tepat waktu pada 

Pengadilan Agama Nganjuk : 
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No Bulan 

Jumlah perkara yang diselesaikan 

 tepat waktu 

Diputus s/d 

3 bulan 

Diputus 3 - 5 

bulan 

Diputus 

lebih 5 

bulan 

1 2 3 4 5 

1 Januari 189 38 18 

2 Pebruari 234 28 5 

3 Maret 119 99 5 

4 April 122 21 3 

5 Mei 118 10 3 

6 Juni 220 40 7 

7 Juli 312 23 3 

8 Agustus 203 14 6 

9 September 279 33 19 

10 Oktober 261 23 7 

11 Nopember 279 33 4 

12 Desember 230 41 7 

Jumlah 
2566 

Perkara 

403 

Perkara 

87 

Perkara 

 

Tabel 2.16. Rincian perkara diputus tepat waktu 
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Grafik Perkara Diputus Tepat Waktu 

 

B.2.3 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 

 Disamping perkara yang mengajukan Upaya hukum 

seperti Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Perkara yang 

tidak mengajukan Upaya hukum di Pengadilan Agama Nganjuk 

bisa digambarkan berdasarkan tabel-tabel dibawah ini : 
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1.  Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding : 

No Bulan Perkara Putus 

Jumlah perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum banding 

1 2 3 4 

1 Januari 245 243 

2 Pebruari 267 267 

3 Maret 223 223 

4 April 146 145 

5 Mei 131 131 

6 Juni 267 265 

7 Juli 338 337 

8 Agustus 223 223 

9 September 331 330 

10 Oktober 291 289 

11 Nopember 316 314 

12 Desember 278 278 

Jumlah 
3056 

Perkara 

3045 

Perkara 

 

Tabel 2.17. Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan  
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upaya hukum banding 

 

 

Grafik Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan  

upaya hukum banding 

 

Dengan melihat tabel diatas bisa disimpulkan bahwa perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan 

Agama Nganjuk sebanyak 3045 perkara. 

2.   Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi: 

No Bulan Perkara Putus 
Jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 
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kasasi 

1 Januari 245 245 

2 Pebruari 267 265 

3 Maret 223 223 

4 April 146 146 

5 Mei 131 130 

6 Juni 267 267 

7 Juli 338 338 

8 Agustus 223 223 

9 September 331 330 

10 Oktober 291 290 

11 Nopember 316 315 

12 Desember 278 278 

Jumlah 
3056 

Perkara 
3050 

Perkara 
 

Tabel 2.18. Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi 
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Grafik Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

Dengan melihat tabel diatas bisa disimpulkan bahwa perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Agama 

Nganjuk sebanyak 3050 perkara. 

1. Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Peninjauan kembali : 

No Bulan 
Perkara 
Putus 

Jumlah perkara yang tidak 
mengajukan upaya 
Peninjauan Kembali 

1 2 3 4 

1 Januari 245 245 

2 Pebruari 267 267 

3 Maret 223 223 

4 April 146 146 
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5 Mei 131 131 

6 Juni 267 267 

7 Juli 338 338 

8 Agustus 223 223 

9 September 331 331 

10 Oktober 291 291 

11 Nopember 316 316 

12 Desember 278 278 

Jumlah 
3056 

Perkara 
3056 

Perkara 
 

Tabel 2.19. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 
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Grafik Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 

 

Dengan melihat tabel diatas bisa disimpulkan bahwa perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Agama 

Nganjuk sebanyak 3056 perkara. 

 

B.2.4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi  

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Nganjuk telah 

menerima perkara sebanyak 3000 perkara. Dari jumlah perkara 

yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk yang tidak dapat 

dilakukan Mediasi sebayak 327 perkara dan dari jumlah perkara 

terdiri dari perkara yang berhasil sebanyak 9 Perkara (3%) dan 

yang tidak berhasil sebanyak 318 Perkara (97%). 

 

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) 

Dasar  Hukum  surveillance  tahun  2020 adalah Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 06 oktober 2018, tentang 

Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan 

Peradilan Agama dan keputsan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya Nomor : W13-A/3430/HM.00/9/2020, tentang Pelaksanaan 

Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu.  



 

 _tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC 62

Menindaklanjuti temuan 

dari Mahkamah Agung 

khususnya Badilag, Pengadilan 

Agama Nganjuk yang telah di 

turunkan nilai dari A “Excelent” 

menjadi C pada akhir tahun 

2019, dan akhirnya terus 

berupaya mengembalikan citra 

dan martabat Pengadilan Agama 

Nganjuk tentang Akreditasi 

Penjaminan Mutu untuk mendongkrak dan menaikan nilai APM maka 

dengan segala upaya dan usaha akhirnya pada tanggal 30 November 

2020 dengan Surat Nomor : 3955/DjA.3/HM.00/1/2020, tentang Hasil 

Rapat KomiteKeputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan 

Agama Tahun 2020. 

Pada musim Pandemi Covid-19 ini pelaksanaan surveilence 

dilakukan dengan cara mengirimkan berkas APM serta foto dan video 

untuk di nilai oleh Tim Surveilence, sehingga munculah nilai yang 

dapat mengembalikan citra dan martabat Pengadilan Agama Nganjuk. 

Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, 

motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat 

mempertahankan standar pelayanan publik dan meningkatnya lebih 

lagi dimasa depan baik dalam hal layanan publik dan kinerja aparatur 
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yang ada didalamnya. 

Pengadilan Agama Nganjuk juga berkomitmen membina dan 

memotivasi jajarannya untuk memperoleh dan mempertahankan 

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai program Dirjen Badan 

Peradilan Agama. 

 

  D.  POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) 

Dalam rangka 

penyelenggaraan kepemerintahan 

yang baik (good governance), 

Pengadilan  Agama Nganjuk 

berupaya membangun mekanisme 

pelayanan publik yang melibatkan 

partisipasi masyarakat, akses 

informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah 

kepada masyarakat. Melalui program Posbakum  (Pelayanan Bantuan 

Hukum) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk 

telah memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) 

melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) kepada masyarakat luas 

pencari keadilan, diharapkan dapat dikembangkan suatu mekanisme 

penyadaran hukum masyarakat dengan menyediakan wadah untuk 

menerima aspirasi masyarakat sebagai wujud pelayanan publik dan  

diwujudkan  dalam bentuk Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan 
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Pengaduan Masyarakat. 

Sejak bulan Januari tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk 

bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum IAIN Ponorogo yang 

dipilih melalui penunjukan langsung, telah membuka Pos Bantuan 

Hukum (POSBAKUM) untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak 

mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di 

pengadilan. 

Anggaran yang disediakan untuk layanan ini sebesar            

Rp. 24.000.000,- yang diambil dari anggaran DIPA Pengadilan Agama 

Nganjuk dan menjadi salah satu program unggulan Mahkamah 

Agung. Adapun realisasinya sebesar Rp. 23.640.000,- sisa dari DIPA 

tersebut adalah potongan pajak atau sebesar 100%. Pelaksana 

layanan Posbakum adalah LBH IAIN Ponorogo dimana 

penunjukkannya dilakukan dengan cara lelang. Bentuk layanan 

Posbakum adalah pemberian informasi, konsultasi dan bantuan 

pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Di tahun 2020 POSBAKUM 

telah melayani calon Penggugat dan Calon Pemohon rata rata perhari 

dapat melayani 25 sampai dengan 30 Penggugat/Pemohon. Jika 

diestimasi maka, selama satu tahun 

Berikut tabel rincian pelayanan dan anggaran POSBAKUM di 

Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2020 : 

No Bulan Jam Pelayanan Realisasi Anggaran  

1 Januari 20 Jam 1.970.000 
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2 Pebruari 20 Jam 1.970.000 

3 Maret 20 Jam 1.970.000 

4 April 20 Jam 1.970.000 

5 Mei 20 Jam 1.970.000 

6 Juni 20 Jam 1.970.000 

7 Juli 20 Jam 1.970.000 

8 Agustus 20 Jam 1.970.000 

9 September 20 Jam 1.970.000 

10 Oktober 20 Jam 1.970.000 

11 Nopember 20 Jam 1.970.000 

12 Desember 20 Jam 1.970.000 

Jumlah 240 Jam 23.640.000 

 
Tabel 2.20. Rincian pelayanan dan anggaran POSBAKUM 
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A

l

Alur Pemberian Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Nganjuk 

 

E. SIDANG KELILING 

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di 

luar gedung pengadilan yang di 

peruntukan bagi masyarakat yang 

mengalami hambatan untuk datang ke 

kantor pengadilan karena alasan jarak, 

transportasi dan biaya. Sidang keliling 

sendiri bertujuan untuk memberikan 

pelayanan hukum yang inovatif  dan 

berkeadilan kepada para pencari 

keadilan. Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang 
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keliling/pelayanan terpadu kegiatan sidang/ penyelesaian perkara 

diluar gedung Pengadilan hal ini bertujuan agar para pencari keadilan 

dapat menyelesaikan perkaranya dengan biaya ringan (murah). Dalam 

tahun anggaran 2020 Dirjen Badan Peradilan Agama telah 

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sidang keliling kepada 

Pengadilan Agama Nganjuk sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta 

lima ratus ribu rupiah). Berikut adalah tabel alokasi anggaran untuk 

Sidang Keliling dan realisasinya sebagai berikut : 

No Bulan Jumlah Kegiatan 
Realisasi 
Anggaran 

1 Januari - - 

2 Pebruari - - 

3 Maret 4 Kegiatan 10.523.200 

4 April - - 

5 Mei 2 Kegiatan 6.976.800 

6 Juni - - 

7 Juli - - 

8 Agustus - - 

9 September - - 

10 Oktober - - 

11 Nopember - - 

12 Desember - - 

Jumlah 6 Kegiatan 17.500.000 

 
Tabel 2.21. Rincian pelayanan dan anggaranSidang Keliling 
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F.  PRODEO 

Selain program penyelesaian perkara di Luar 

gedung,program lainnya  yang menjadi program unggulan Mahkamah 

Agung RI adalah pembebasan biaya perkara. 

Selama tahun 2020 

Pengadilan Agama Nganjuk 

memberikan layanan Hukum 

bagi masyarakat tidak 

mampu, dengan memberikan 

pembebasan biaya perkara 

Sebagaimana Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

 Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo : 

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat 

mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma 

(prodeo) dengan syarat melampirkan: 

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan 

olehKepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang 

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara,atau 
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2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu 

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau 

Kartu Bantuan Langsung Tunai(BLT). 

3. Dengan Aplikasi Basis data Terpadu Kemiskinan, yang berfungsi 

membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna 

pembebasan biaya perkara.  

4. Pemberianizin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk 

masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak 

dapat diberikan untuk semua tingkat peradilansekaligus. 

 Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama: 

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara 

prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara 

tertulis ataulisan. 

2. ApabilaTergugat/Termohon selain dalam perkara bidang 

perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara 

prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu 

menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. 

3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama 

untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela 

tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan 

berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan 

kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan 
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tersebut. 

4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap didalam Berita 

Acara Sidang. 

Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak 

dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar 

biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya 

Putusan Sela yang jika tidakdipenuhi maka gugatan/permohonan 

tersebut dicoret dari daftar perkara. Jumlah perkara prodeo yang 

diterima Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2020 sebanyak 12 

perkara. Anggaran yang disediakan untuk layanan ini sebesar Rp. 

6.000.000,-  perkara, dengan anggaran Rp. 6.000.000,-  (enam juta 

rupiah) yang diambil dari anggaran DIPA Pengadilan Agama Nganjuk. 

Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- 

(100%) untuk 12 perkara. 
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Sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, 

disebutkan bahwa “ Tugas serta 

tanggung jawab, susunan 

organisasi dan tata kerja 

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh 

Mahkamah Agung ”. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang Tugas 

serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan 

Sekretariat Pengadilan yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut 

diatas, sehingga sesuai dengan pasal 106A Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut : “Pada saat Undang-undang 

ini mulai berlaku peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan 

Undang-undang ini ”.  

BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 
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Data Sumber Daya Manusia aparat Pengadilan Agama Nganjuk 

s/d tanggal 31 Desember 2020, berjumlah 19 orang yang terdiri dari 7 

orang Hakim, 12 orang Pegawai Negeri Sipil, 16 orang PPNPN.  

Susunan Organisasi Pengadilan tetap mengacu pada ketentuan 

peraturan yang lama, sehingga susunan struktur organisasi Pengadilan 

Agama Nganjuk tetap mengacu pada PERMA Mahkamah Agung RI No. 7 

Tahun 2015 tentang pemisahan Organisasi Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan. 

Bagan Struktur Organisasi Pangadilan Agama Nganjuk 
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A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/ 

PENDIDIKAN 

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi 

sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia 

adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh intistusi 

tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya manusia yang bisa 

bekerja sama, 

berintegritas tinggi, 

berwibawa, kuat, 

cakap, berkualitas, 

profesional, berdaya 

guna dan sadar 

akan tanggung 

jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu 

sangatlah penting untuk mengelolah Sumber Daya Manusia dengan 

tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya. 

Permasalahannya sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan 

Agama sangat  terbatas  Sumber  Daya  Manusia  sehingga  

banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan 

harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di 

bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut : 
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a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk mernecahkan suatu 

masalah yang berkaitan dengan hukum; 

b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang 

diadakan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Jawa Timur maupun 

Mahkamah Agung RI; 

c. Mengadakan rapat dinas dalam 

rangka pembinaan seluruh pegawai; 

d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh 

Ketua Pengadilan; 

e. Melakukan pengawasan oleh para 

Hakim Pengawas Bidang; 

Sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  Pengadilan 

Agama Nganjuk secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

a.  Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial 

disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim 

Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung 

tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan 

Hakim. 

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia 

adalah sangat yang karena itu baik Hakim, Kepaniteraan, 

Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya 
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manusia karena parat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung 

dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat 

sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan 

aparatnya. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dimaksud dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan 

terstruktur dan pengalaman yang melalui mutasi terencana. 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan 

Agama Nganjuk tahun 2020 terdiri dari Hakim sebanyak 7  orang  

(Ketua, Wakil Ketua dan 5 Hakim),  Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 

orang dan Panitera Pengganti 2 orang, dan Jurusita Pengganti 3 

orang. Daftar SDM Teknis  Yudisial dapat dilihat pada Tabel berikut : 

SDM TEKNIS YUDISIAL 

PEGAWAI NEGERI 

No Nama NIP 
Pangkat 

Golongan 

1 2 3 4 

1 Drs. H. Ahmad  Fanani, M.H. 19670509.199403.1.005 Pembina Utama 

Muda, IV/c 

2 H. Ali Hamdi, S.A.g., M.H. 19720505.199803.1.001 Pembina, Tk. I, IV/b 

3 Drs. H.M.Iskandar Eko Putro, MH 19691009.199403.1.003 Pembina Utama 

Muda, IV/c 

4 Drs. H.Musthofa Zahron 19591203.199203.1.001 Pembina Utama 

Muda, IV/c 

5 ZAINURI JALI, S.Ag., M.H 197009141997031003 Pembina, Tk. I, IV/b 

6 Syamsiatul Rosidah, S.Ag 19751015.200003.2.001 Pembina Utama 
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Madya, IV/b 

7 Hasyim Alkadrie, S.Ag.,M.H 19780421.200904.1.002 Penata, III/c 

8 Zainul Hudaya, SH 19621226.198203.1.002 Pembina, IV/a 

9 Muhammad Nafi’, SH.,M.HI 19820509.200604.1.011            Penata, III/c 

10 Setyo Hayuningsih, SH 19661110.199603.2.002 Penata Tk. I, III/d 

11 Ahmad Romadhon, S.Ag.MH 19721022.199803.1.005 Pembina , IV/a 

12 Dian Purnaningrum, S.H., M.H. 19780723.200604.2.014 Penata, III/c 

13 Deddy Ardabilly, S.H. 19760624 201408 1 002 Penata Tk. I, III/d 

14 Nur Kerisna Wachidah 19680926.200701.2.001 Pengatur Tk.I, II/d 

15 Mukarom 19670910.201408.1.002 Pengatur, II/b 

16 Yusrida Hani, A.Md 19881009.201503.2.001 Pengatur Tk. I, II/d 

 

SDM TEKNIS YUDISIAL 

NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) 

No Nama Jabatan 

1 2 3 

1 Dhimas Andri H. ST Staff Pan. Mud. Hukum 

2 Bima Fristianto, SH, MH Staff Pan. Mud. Gugatan 

3 Arif  Widodo, S.ipS Staff Pan. Mud. Hukum 

4 Ericha Fristianti, SH Staff Pan. Mud. Gugatan 

5 M. Arif Qomarudin Staff Pan. Mud. Hukum 

6 Elzam Faiz Al Hakim Staff Pan. Mud. Permohonan 
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b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia non teknis 

yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang 

organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan 

pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) 

dan  juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat 

umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan 

langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan 

pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. 

Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Nganjuk 

telah mengembangkan dan meiningkatkan pola kerja yang dinamis 

dan efektif juga turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, 

teknologi informasi dan pelaporan, kepegawian, organisasi dan tata 

laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam 

pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), 

meeting dan pengkajian. 

Pada Pengadilan Agama Nganjuk Tenaga Non Teknis Yudisial 

terdiri dari 1 orang sekretaris 1 orang Kepala Sub Bagian 

Perencanaan , Tl dan Pelaporan 1 orang Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian 

Umum dan Keuangan masih kosong karena mutasi, 1  orang 

Bendahara Pengeluaran (yang merangkap dengan jabatan Panitera 

Pengganti), dan 16 orang Pegawai Pemerintahan Non Pegawai 
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Negeri Sipil (PPNPN) yang terbagi menjadi Staf Pembantu administrasi 

kepaniteraan 2 orang, petugas informasi 1 orang, petugas meja 3 

orang, staf bagian umum 2 orang, tenaga satpam 4 orang, tenaga 

supir 1 orang, dan tenaga cleaning servise 3 orang. Daftar SDM Non 

Teknis Yudisial dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

SDM TEKNIS NON YUDISIAL 

PEGAWAI NEGERI 

No Nama NIP Jabatan 

1 2 3 4 

1 Dyah Puspita Suningrum,SH.MH 19751103.200805.2.001 Sekretaris 

2 Fuad, S.HI 19790609.201101.1.009 Kasubag. 

Kepegawaian 

dan Ortala 

3 Fathul Mubin, S.Hi 19840822.201101.2.007 Kasubag. 

Perencanaan 

IT dan 

Pelaporan 

 

SDM TEKNIS NON YUDISIAL 

PPNPN 

No Nama Jabatan 

1 2 3 

1. M. Rosyid Ridho, SE Staf Kasubag. Kepegawaian 

2. Ngakifun Nuha, ST Staf Kasubag. IT 

3. Radita Dwi Stitaningrum Staf Kasubag. IT 
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4. M. Haris Al Ma’ali Clening Service 

5. Slamet Clening Service 

6. Aldi Fajri Ramadhani Clening Service 

7. Pujianto Satpam 

8. Eka Hervianto Satpam 

9. Wheny Suryadi Satpam 

10. Purwanto Satpam 

 

 

B. MUTASI PEGAWAI 

Tahun 2020 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian 

diantaranya mutasi kenaikan  pangkat,  mutasi  gaji berkala  dan 

mutasi tempat tugas. Mutasi Hakim dan pegawai Pengadilan Agama 

Nganjuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang mengalami 

mutasi sebagai berikut : 

a. Mutasi Kenaikan Pangkat 

Pada tahun 2020 ini sampai dengan bulan Desember, bahwa 

pegawai pengadilan Agama Nganjuk tidak ada yang mengalami 

keanikan pangkat, baik itu kenaikan pangkat reguler maupun kenaikan 

pangkat pilihan. 

b. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala 

No Nama TMT KGB Ket 

1 2 3 4 

1 Drs. H.Ahmad Fanani. M.H  01/03/2020  

2 H. Ali Hamdi, S.Ag.MH 01/01/2020  
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3 Drs. H.M.Iskandar Eko Putro, MH 01/03/2020  

4 Drs. H.Musthofa Zahron 01/03/2020  

5 Samsiatul Rosidah, S.Ag 01/03/2020  

6 Ahmad Romadhon, S.Ag.MH 01/03/2020  

7 Dian Purnaningrum, SH 01/03/2020  

8 Nur Kerisna Wachidah 01/09/2020  

 

 

c. Mutasi Keluar (keluar karena pindah tugas) 

No Nama 
Jabatan / 

Satker Lama 
Jabatan / Satker 

Baru 

1 2 3 4 

1 Drs. H .Mohammad. Alirido. 

M.HES  

PA. Nganjuk PA. Banyuwangi 

2 Drs. Moh. Muchsin.M.Sy PA. Nganjuk PA. Sampang 

3 Iffa Latifah, S.E. PA. Nganjuk PA. Klaten 

 

d. Mutasi Masuk (keluar karena pindah tugas) 

No Nama 
Jabatan / 

Satker Baru 

Jabatan / 

Satker Lama 

1 2 3 4 

1. Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. PA.Tenggarong PA. Nganjuk 

2. H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. PA. Sidrap PA. Nganjuk 

3. Zainuri Jali, S.Ag., M.H. PA. Bangkalan PA. Nganjuk 

4. Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. PA. Sanggau PA. Nganjuk 
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C. PROMOSI PEGAWAI 

Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang mengalami  

promosi selama tahun sejumlah 1 (satu) orang sebagai berikut : 

No Nama 
Jabatan / 

Satker Baru 

Jabatan / 

Satker Lama 

1 2 3 4 

1. Drs. H. M. Aliridho, M.H.E.S. Ketua PA. 

Nganjuk Kelas 

I-B 

Wakil Ketua 

PA. 

Banyuwangi 

Kelas I-A 

 

 

D. PENSIUN PEGAWAI 

Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B yang pensiun 

pada tahun 2020 ada 2 orang pegawai, sebagai berikut : 

 

No Nama 
Nomor SK 
Pensiun 

TMT 
Pensiun 

1 2 3 4 

1. Sunarto 00026/13001/A

V/03/20 

01/06/2020 

2. Drs. H. Shohibul Bahri, M.HES. 00115/13001/A 28/08/2020 
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Z/08/20 

 

 

E. DIKLAT  

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B untuk meningkatkan 

kompetensi dikirim untuk mengikuti Diklat, yang dilaksanakan oleh 

BalitbangkumdilMahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 3 

(tiga) orang yaitu : 

No Nama Peserta Jenis Diklat Waktu  

1 2 3 4 

1. H. Ali Hamdi, S.Ag., 

M.H. 

Kompetensi 

Kehumasan  

10 - 15 Agustus 

2020 

2. Fathul Mubin, S.HI. Kepemimpinan 

Pengawasan Gel. 

III 

31 Agustus - 07 

Desember 2020 

3. Fathul Mubin, S.HI. Basic Image 

Editing With 

Adobe Photoshop 

14-18 September 

2020 
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A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama 

Nganjuk meliputi  kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras 

dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama 

Nganjuk secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 

Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran/Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola 

Anggaran antara lain Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pengelola 

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan. 

Dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan yang telah 

BAB IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA 

PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
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dialokasikan melalui DIPA tahun 2020 serta membuat laporan 

pertanggungjawaban dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang 

dilakukan secara berkala setiap bulannya, memperketat  penggunaan  

dana yang  tersedia  dalam DIPA menurut mata anggaran yang 

tersedia untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dalam 

bentuk overlapping anggaran. 

Secara umum pelaksanaan anggaran DIPA sudah selesai 

dengan  petunjuk operasional dan  sudah  membuat  rencana  

pengusulan secara seimbang berdasarkan kebutuhan. 

Kegiatan Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran,   

pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2020 sebagai 

berikut :  

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga  

(RKA-KL) tahun 2020 serta melengkapinya dengan data dukung 

dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. 

b. Mengupayakan koordinasi dalam pencairan  dana  sesuai   

Rencana Penggunaan Anggaran 2020. 

c. Merealisasikan pencairan  dana  anggaran  DIPA tahun  2020 

sebesar Rp. 4.554.995.000,- (empat milyar lima ratus liam puluh 

empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk 

DIPA 01. Sedangkan DIPA 04 Merealisasikan pencairan  dana 

anggaran DIPA tahun 2020 sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh 

tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 
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 PENDAPATAN NEGARA 

Realisasi Pendapatan Negara untuk tahun anggaran 2020 

adalah sebesar Rp. 144.279.000,- (seratus empat puluh empat dua 

ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau mencapai 100% persen 

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 144.279.000,- 

(seratus empat puluh empat dua ratus tujuh puluh sembilan ribu 

rupiah). Keseluruhan Pendapatan Negara yang diterima oleh 

Pengadilan Agama Nganjuk adalah merupakan Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. 

 

TABEL RINCIAN ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA 

No Uraian Estimasi Realisasi % 

DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi 

1 Pendapatan sewa tanah, 

gedung dan bangunan 

Rp.

868.000,-

Rp.

868.000,-

100% 

DIPA 04 - DITJEN BADILAG 

2 Pendapatan Ongkos 

Perkara 

Rp.    89.904.000,- Rp.   89.904.000,- 100% 

3 Pendapatan Kejaksaan 

dan peradilan lainnya 

Rp.   157.659.000,- Rp.  157.659.000,- 100% 

JUMLAH Rp.   247.554.000,- Rp.  247.554.000,- 100% 

 

Pengadilan Agama Nganjuk pada Tahun Anggaran 2020 

mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 4.554.955.000, yang tertuang dalam 

DIPA Nomor SP-DIPA-005.01.2.401410/2020 tanggal 12 November 2019 
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dan Anggaran Sebesar Rp. 47.500.000,- yang tertuang dalam DIPA 

Nomor SP-DIPA-005.04.2.401410/2020 tanggal 12 November 2019, 

dengan rincian sebagai berikut : 

DIPA 01 (SP-DIPA-005.01.2.401410/2020) 

Belanja Pegawai : Rp. 3.109.737.000,- 

Belanja Barang : Rp. 1.445.218.000,- 

Belanja Modal : Rp. 25.000.000,- 

DIPA 04 (SP-DIPA-005.04.2.401410/2020) 

Belanja Barang : Rp. 47.500.000,- 

 

Secara umum pengelolaan  keuangan  Pengadilan Agarna 

Nganjuk :  

No Jenis Belanja 
Pagu 
(Rp) 

Real isasi  
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

1 Belanja 
Pegawai 

3 .109 .737 .000  3 .087 .447 .984  22.289.016  

2  Belanja 
Barang 

1 .445 .218 .000  1 .434 .432 .308  10 .785 .692  

3 Belanja 
Modal 

25 .000 .000  24 .901 .840  98 .160  

Total 4 .579 .995 .000  4 .546 .783 .132  33 .172 .868  

 

No 
Belanja 
Modal 

Pagu 
(Rp) 

Real isasi  
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

1 Gaj i  dan 
Tunjangan 

3109 .737 .000  3 .087 .447 .984  22 .298 .016  

Total    

 
 

No 
Belanja 
Barang 

Pagu 
(Rp) 

Real isasi  
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 
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1 Belanja 
Perja lanan 
Dalam Negeri 

37 .596 .000  37 .026 .318  569 .682  

2 Belanja 
Barang 
Operasional 

885 .647 .000  884 .535 .893  1 .111 .107  

3 Belanja 
Barang 
Persediaan 

25 .981 .000  25 .138 .072  842 .928  

4 Belanja Jasa 136 .080 .000  134 .292 .426  1 .787 .574  

5 Pemel iharaan 
Gedung 

359 .914 .000  353 .439 .599  6 .474 .401  

Total 4 .554 .995 .000  4 .521 .880 .292  33 .074 .708  

 

No Belanja Modal 
Pagu 
(Rp) 

Real isasi  
(Rp) 

Sisa 
(Rp) 

1 Peralatan dan 
Mesin 

25.000.000  24.901.840  24.901.840  

Total 25.000.000  24.901.840  24.901.840  

 

Pada pertengahan tahun 2020 ini, Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapat tambahan pemeliharaan dari Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya sebesar Rp. 49.252.000,- (empat puluh sembilan juta dua 

ratus lima puluh dua ribu rupiah). 

Tambahan pemeliharaan tersebut digunakan untuk 

pemeliharaan pembuatan Kamar Mandi disabilitas, Ruang Kesehatan, 

perlengkapan ruang sidang pada Pengadilan Agama Nganjuk. 

 

 

 

B.  PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  



 

 87_tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC 

Usaha peningkatan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama 

ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam 

organisasi yang meliputi organisasi, kelembaban, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. 

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam 

melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan 

oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari 

masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. 

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi 

perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana 

kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu 

memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : 

perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, 

penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap 

kekayaan negara salah satunya dengan pengadministraian yang lebih 

tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem informasi 

manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan 

oleh Pengadilan Agama Nganjuk selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa 

Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan 

dan per semester ke pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur selaku 

UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). 
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1. Sarana dan Prasarana Gedung 

Sarana dan prasarana gedung  meliputi pengelolaan 

aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah,  bangunan 

kantor permanen dan rumah negara permanen. 

Adapun  pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama 

Nganjuk meliputi : 

 Pelaksanaan OFBI tanah,  bangunan kantor permanen dan 

rumah negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

 Pengadministraisan tanah, bangunan kantor permanen dan   

rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem lnformasi  Manajemen 

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 

 Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 

2 (dua) KIB, yakni 1 (satu)  KIB  Tanah  bangunan  Kantor  

Pemerintah  dan 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Rumah 

Negara Golongan I Tipe D. 

 Pembuatan  KIB  (Kartu Inventaris Barang) tanah  negara  

sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah bangunan 

Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah 

Negara Golongan II. 

 Menerbitkan SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara 

sebanyak  1 Surat I j inPenghunian rumah negara. 

Sedangkan  pengelolaan  tanah,  bangunan  kantor 
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permanen  dan rumah negara di Pengadilan Agama Nganjuk 

meliputi : 

 Luas tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 

3.540 m2   dan  bangunan  kantor  permanen  dua  

lantai dengan  total luas bangunan 983 m2.  

 Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Nganjuk 

untuk rumah dinas, terdapat 1 (satu)  bangunan  seluas  310 

m2.  Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak berat dan 

membutuhkan rehabilitasi.  

Berikut tabel data sarana dan prasarana gedung sebagai berikut : 

a) Tanah  

No. Uraian Jumlah 

Kondisi 

*Ket. 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1. Tanah 
Kantor 

1 (satu) Baik - - - 

2. Tanah 
Rumah 
Dinas 

1 (satu) Baik - - - 

 

b) Ruang Kantor (Sarana dan Prasarana) 

No. Uraian Jumlah 

Kondisi 

*Ket. 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1. Gedung 
Kantor 

1 (satu) Baik - - - 

2. Gedung 
Rumah 
Dinas 

1 (satu) Baik - - - 
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a. Pengadaan  

Pengadilan Agama Nganjuk untuk tahun 2020 

mendapatkan anggaran belanja modal untuk pengadaan PC 

untuk Kepanitearaan, mendapat anggaran belanja modal 

pengadaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh 

lima juta rupiah juta rupiah) dan telah direalisasikan 

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau 

100 %. 

b. Pemeliharaan 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapatkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan 

kantor sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu 

juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar                        

Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh sau juta rupiah) atau 

sebesar 100% dengan penggunaan untuk pengecatan 

gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya, anggaran 

tersebut ternyata pada pertengahan tahun sudah habis. 

Kemudian Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan 

tambahan biaya perawatan gedung/bangungan dari 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar                        

Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan 
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telah direalisasikan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh 

sembilan juta rupiah) atau sebesar 100%. Untuk belanja 

pemeliharaan halaman gedung sebesar                               

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah 

direalisasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah)  atau  sebesar 100% untuk perawatan taman dan 

halaman. 

Untuk pemeliharaan rumah dinas sebesar              

Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan telah 

direalisasikan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta 

rupiah)  atau  sebesar 100% untuk perawatan taman dan 

halaman. 

c.     Penghapusan  

Dalam tahun anggaran 2020 tidak ada 

penghapusan baik penghapusan tanah maupun gedung 

dan bangunan. 

d.     Penetapan Status BMN  

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama 

Nganjuk mengajukan penetapan status BMN dari hasil 

perolehan belanja modal yang telah diperoleh diantaranya 

adalah : 

 

No Nama Kode Barang Merk Tahun 
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Barang Perolehan 

1 4 Unit Laptop 3100102002 Fujitsu 2018 

2 Server 3100204001 Fujitsu 2019 

3 Rak Server 3100204014 Indorack 2019 

4 4 PC Unit 3100102001 HP AIO 2019 

5 2 PC Unit 3100102001 Lenovo 2020 

6 Power Suply 3060101048 APC Back 

UPS 

2019 

7 Komputer 

Jaringan 

3100101999 Vtoucs 

Android Kios 

2019 

8 Backdrop 

PTSP 

3050201029 - 2019 

9 8 Kursi Besi 3050201003 - 2019 

10 7 Kursi Besi 3050201003 - 2019 

11 1 Kursi Besi 3050201003 - 2019 

12 Meja Marmer 3050201015 Meja PTSP 2019 

13 Lemari Besi 3050104001 Lemari 

PTSP 

2019 

14 Filling 

Cabinet 

3050104005 Filling 

Cabinet 

2019 

 

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi 

pengelolaan aset tetap barang milik negara  berupa peralatan 

dan mesin serta aset tetap lainnya.  Peralatan  dan  mesin 

mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat 
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elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap 

lainnya adalah aset yang mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok tanah,  peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan 

dalam kondisi siap pakai.  Barang  milik  negara  yang  

termasuk  dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku 

dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. 

Pengelolaan peralatan inventaris kantor Pengadilan 

Agama Nganjuk antara lain meliputi : 

 Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk 

peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

 Pembuatan DBR (Daftar  Barang  Ruangan)  melalui 

aplikasi SIMAK BMN (Sistem lnformasi Manajemen Akuntansi 

Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 34 ruangan. 

 Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas 

sebanyak 7 (tujuh) KIB, yakni 3 (tiga) KIB Kendaraan dinas 

Bermotor Roda 4 dan 4 (empat) KIB ( Kartu Inventaris Barang) 

kendaraan dinas bermotor Roda 2. 

 Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap 

bulan untuk tahun 2018 ke dalam Aplikasi Barang 

Persediaan.  

 Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor. 
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Adapun pengelolaan aset  lainnya/bahan-bahan  

pustaka  dilingkungan Pengadilan Agama Nganjuk meliputi : 

a.  Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang  

kegiatannya meliputi : 

 Untuk bahan  pustaka  yang  baru  diterima dengan  

membubuhi stempel   instansi pada   halaman   judul,   

halaman terakhir dan halaman rahasia, serta   

membubuhi   stempel   inventaris pada halaman balik 

judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar. 

 Membuat  kartu buku  dan  kantong buku  serta  

menempelkannya pada setiap buku baru. 

 Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan 

mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk 

perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap 

bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka 

ke dalam rak perpustakaan serta dimaksukkan pada 

aplikasi perpustakaan. 

 Melayani peminjam buku. 

b. Pengadministrasian aset-aset lainnya meliputi : 

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk 

tidak menerima bahan-bahan pustaka baik dari, antara lain  

: 

 Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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 Badan Peradilan Agama RI; 

 Kamisi Yudisial; 

 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur; 

 dan lembaga/instansi lainnya.  

2.a. Pengadaan 

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun anggaran 

2020 telah melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin 

dengan total anggaran belanja modal sebesar                

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang 

bersumber dari DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ).  

Pengadaan tersebut adalah Pengadaan PC sejumlah 2 unit 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan telah 

direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 

juta rupiah) atau sebesar 100%. 

2.b. Pemeliharaan 

Untuk belanja pemeliharaan peralatan pada tahun 

2020 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan dana 

anggaran pemeliharaan antara lain : Pemeliharaan  

kendaraan  dinas   roda 4  sebanyak 2 (dua) unit sebesar 

Rp. 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh 

ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar            

Rp.  52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh 

ribu rupiah) atau 100%. 
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..  

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 

(empat) unit sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)  

dan  telah  direalisasikan   sebesar  Rp 8.000.000,- 

(delapan juta rupiah) atau 100%. 

Pemeliharaan peralatan kantor sebesar                 

Rp. 85.129.000,- (delapan puluh lima juta seratus dua 

puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar      

Rp. 85.129.000,- (delapan puluh lima juta seratus dua 

puluh ribu rupiah) atau 100%. 

2.c. Penghapusan 

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2020 tidak 

mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana 

fasilitas gedung walaupun ada  beberapA fasilitas yang  

kondisinya rusak berat sehingga tidak layak untuk 

dioperasikan. 

Daftar  sarana  dan  prasarana  fasilitas  gedung  

pada pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut : 

a. Kendaraan Dinas 

No Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
*Ket 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I Jenis Kendaraan Roda 4 (empat) 

1. Station Wagon 
(Toyota Innova) 

2006 - 
Rusak 
Ringan - - 

2. Station Wagon 
(Suzuki Ertiga) 

2015 Baik - - - 

II Jenis Kendaraan Roda 2 (dua) 
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1. Sepeda Motor 
(Honda Supra 
125) 

2006 - 
Rusak 
Ringan - - 

2. Sepeda Motor 
(Honda Supra 
125 D) 

2008 - 
Rusak 
Ringan - - 

3. Sepeda Motor 
(Honda GL 160 
D) 

2008 - 
Rusak 
Ringan - - 

4. Sepeda Motor 
(Honda GL 160 
D) 

2008 - 
Rusak 
Ringan - - 

 

b. Peralatan dan Mesin Kantor 

No 
Sarana/ Prasarana 

Gedung 
Jumlah * Keterangan 

SARANA DAN FASILITAS GEDUNG 

1 Ruang Ketua 1 (satu) Kondisi Baik 

2 Ruang Wakil Ketua 1 (satu) Kondisi Baik 

3 Ruang Hakim 1 (satu) Kondisi Baik 

4 Ruang Panitera 1 (satu) Kondisi Baik 

5 Ruang Sekretaris 1 (satu) 
Kondisi Baik  

6 Ruang Sidang Umum 2 (dua) Kondisi Baik 

7 Ruang Kepaniteraan 1 (satu) Kondisi Baik 

8 
Ruang 

Kesekretariatan 
1 (satu) Kondisi Baik 

9 Ruang Perpustakaan 1 (satu) Kondisi Baik 

10 Ruang Arsip 1 (satu) Kondisi Baik 
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11 Ruang Tunggu 1 (satu) Kondisi Baik 

12 Ruang Media Center 1 (satu) Kondisi Baik 

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 

1 Komputer (P.C. Unit) 
26 (dua pulu 

enam) 
Kondisi Baik 

2 Laptop 
15 

(sembilan) 
Kondisi Baik 

3 CCTV (Camera 
Control Tev. Sistem) 

1 (satu) 
paket 

Kondisi Baik 

4 LCD Monitor 1 (satu) Kondisi Baik 

5 Camera Digital 1 (satu) Kondisi Baik 

6 Televisi 2 (dua) Kondisi Baik 

7 Telephone (PABX) 1 (satu) Kondisi Baik 

8 GPS Recaiver 1 (satu) Kondisi Baik 

9 Server 
2 (dua) 
paket 

Kondisi Baik 

10 Router 1(satu) Kondisi Baik 

11 Scanner 1 (satu) Kondisi Baik 

12 Lemari Besi 5 (lima) Kondisi Baik 

13 Lemari Kayu 
15 (lima 
belas) 

Kondisi Baik 

14 Rak Besi 8 (delapan) Kondisi Baik 

15 Rak Kayu 8 (delapan) Kondisi Baik 

16 Filing Cabinet Besi 
15 

(limabelas) 
Kondisi Baik 

17 Brandkas 3 (tiga) Kondisi Baik 

18 Mesin Absensi 1 (satu) Kondisi Baik 

19 Hand Metac Detector 1 (satu) Kondisi Baik 

20 Meja Kerja Kayu 
37 (tiga 

puluh tujuh) 
Kondisi Baik 
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21 Kursi Besi 
45 (empat 
puluh lima) 

Kondisi Baik 

22 Kursi Kayu 
53 (lima 

puluh tiga) 
Kondisi Baik 

23 Sice 7 (tujuh) Kondisi Baik 

24 Meja Rapat 3 (tiga) Kondisi Baik 

25 Meja Komputer 5 (lima) Kondisi Baik 

26 Meja Receptionis 1 (satu) Kondisi Baik 

27 A.C Split 
17 (tujuh 

belas) 
Kondisi Baik 

28 UPS 6 (enam) Kondisi Baik 

 

 Transfer Masuk  

Pada tahun 2020 pada Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapatkan transfer masuk dari Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa 55 buku Akta 

Cerai pada bulan September 2020. 

 Transfer Keluar  

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

melakukan Transfer keluar baik ke Mahkamah Agung RI, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ataupun 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

 

 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 
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SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/V/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Nganjuk telah 

menintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama 

terhadap kelancaran dan  kemudahan pelayanan publik. Selama 

tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk telah mengadakan 

perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal komputer, 

Lapotop dan printer, dan terus mengupdate perangkat lunak yang 

dikelola sendiri atau oleh Mahkamah Agung serta melakukan 

Sinkronisasi data secara berkala dengan Badan Peradilan Agama dan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pengelolaan teknologi informasi Pengadilan  Agama 

Nganjuk senantiasa selaras 

dengan Kebijakan Mahkamah 

Agung dan Ditjen Badan 

Peradilan Agama. Sejak tahun 

2018, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia 

menggaungkan sebuah 

pembaruan, yang dikenal 

dengan sebutan Era Baru 

Peradilan Modern Berbasis 

teknologi Informasi. Semangat 

modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk 
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mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui 

penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. 

Hal inilah yang juga menjadi motivasi dan semangat Pengadilan  

Agama Nganjuk dalam mengelola penggunaan teknologi 

informasi-nya. Diawali dari penerapan aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara), kemudian penerapan E-Court (E-Filling, 

E-Payment dan E-Summon), kemudian penerapan persidangan 

esecara elektronik (E-Litigasi). 

 
1. Implementasi SIPP di pengadilan Agama Nganjuk. 

Aplikasi SIPP merupakan wujud integrasi teknologi 

informasi dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara 

(pola bindalmin). Aplikasi SIPP yang diimplemaentasikan di 

Pengadilan Agama Nganjuk adalah Aplikasi SIPP versi 4.0.1 yang 

dilaunching oleh Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia. 

Aplikasi SIPP diperkenalkan pertama kali di Pengadilan Agama 

Nganjuk sejak pertama di 

luncurkan dan secara 

bertahap diimplementasikan 

oleh administrator dan user 

sampai dengan sekarang 

melalui 

http://sipp.pa-nganjuk.go.id. Prosentase penanganan di 

Pengadilan Agama Nganjuk versi aplikasi SIPP sampai dengan 
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bulan Desember 2020 mencapai sekitar 96,53 % (zona/kategori 

dua) dan selalu dilakukan penginputan data oleh user.  

Sudah lima tahun SIPP digunakan di Pengadilan Agama 

Nganjuk, hingga tahun 2020 ini seluruh pengguna dari berbagai 

stakeholder telah terbiasa menggunakan SIPP. Kinerja 

penyelesaian perkara pun semakin membaik dari tahun ke tahun 

dengan menggunakan SIPP, hal ini dapat dilihat dari kemajuan 

yang diperlihatkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk yaitu dapat 

memperbaiki Posisi peringkat SIPP dari yang semula peringkat 

100 besar pada Kategori II (jumlah perkara 2500-5000 perkara) 

secara berkala selama periode tahun 2020 merangkak naik, 

menjadi peringkat 17 pada bulan Desember 2020. 

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, 

Pengadilan Agama Nganjuk juga menerapkan aplikasi antrian 

sidang yang terintegrasi dengan SIPP. Selain aplikasi antrian 

sidang, beberapa aplikasi pendukung SIPP lainnya seperti 

Aplikasi Blanko Terintegrasi SIPP, Aplikasi Delegasi Online, 

Aplikasi Buku Induk Keuangan Perkara, Aplikasi Pengembalian 

Sisa Perkara yang telah digunakan sejak tahun 2017 juga masih 

terus digunakan untuk meningkatkan kinerja penanganan perkara 

dan pelayanan kepada para pencari keadilan. Pengadilan Agama 

Nganjuk juga telah mencanangkan pemanfaatan menu arsip pada 

SIPP dengan dilakukannya alih media arsip/berkas perkara secara 
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berkesinambungan, sehingga arsip/berkas perkara menjadi lebih 

aman dari kerusakan atau kehilangan seperti dimakan rayap/tikus 

atau pun dari kebakaran/kebanjiran, dan menjadi lebih mudah 

ditemukan ketika dilakukan pencarian. 

Selain itu, berdasarkan 

instruksi dari Ditjen Peradilan 

Agama untuk menerapkan 11 

(sebelas) Aplikasi yang 

dikembangkan oleh Tim Teknologi 

Infomasi Ditjen Badilag, Pengadilan 

Agama Nganjuk juga turut aktif 

melaksanakan perintah tesebut. 

Saat ini aplikasi notifikasi perkara 

telah berjalan dan secara 

berkesinambungan memberikan 

pemberitahuan secara berkala 

melalui SMS (Short Message 

Service) kepada para pihak 

mengenai jadwal sidang, status 

perkara dan keuangan perkara. Demikian juga dengan Aplikasi 

Informasi Produk Pengadilan, yang akan memberikan informasi 

terkait proses penyelesaian perkara terkait nomor perkara, nama 

para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal 
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persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para 

pihak. Kedua aplikasi ini berkaitan erat dengan penggunaan 

Aplikasi SIPP karena menggunakan data dari basis data Aplikasi 

SIPP. Selain itu ada juga aplikasi E-Register dan E-Keuangan 

Perkara yang juga berkaitan erat dengan basis data SIPP. 

Aplikasi E-Register akan menggantikan Buku Register Manual 

menjadi elektronik yang datanya diambil dari basis data SIPP, 

sehingga petugas yang biasa mencatat pada Buku Register hanya 

tinggal melakukan pencetakan Register tersebut ketika 

dibutuhkan. Sedangkan Aplikasi E-Keuangan Perkara akan 

otomatis melakukan pencatatan dan pelaporan perihal keuangan 

perkara berdasarkan basis data pada Aplikasi SIPP. Untuk 

dukungan hardware, saat ini untuk kebutuhan SIPP dan e-Court, 

Pengadilan Agama Nganjuk telah menggunakan server tersendiri, 

yang mana server tersebut diperoleh dari Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung pada akhir tahun 2018 dan mulai 

digunakan pada tahun 2019. Sehingga para penguna dapat 

mengakses aplikasi SIPP tanpa kendala. Aplikasi SIPP juga dapat 

diakses melalui jaringan WIFI, sehingga para hakim dapat dengan 

mudah mengakses SIPP langsung di Ruang Sidang dengan 

laptop/notebook-nya. 

Akhirnya, kunci dari keberhasilan penerapan SIPP ada di 

tangan para pengguna SIPP. Mengingat banyaknya aplikasi 
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pendukung SIPP yang mengambil data dari basis data Aplikasi 

SIPP, maka kelengkapan dan keakuratan data yang harus diinput 

oleh para pengguna mulai dari petugas pendaftaran, para hakim, 

panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, hingga petugas 

minutasi menjadi sangat penting. Dengan kata lain, kedisiplinan 

para pengguna dalam melakukan penginputan data adalah faktor 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan SIPP di 

Pengadilan. Saat ini para pengguna di Pengadilan Agama Depok 

telah mahir dan terbiasa menggunakan SIPP untuk mengerjakan 

tugas pokok mereka sehari-hari. 

2. Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

Setelah implementasi SIPP, 

maka era baru peradilan modern 

berbasis teknologi ditandai dengan 

penerapan E-Court dan E-Litigasi di 

seluruh Pengadilan, termasuk 

Pengadilan Agama Nganjuk. Untuk 

mendukung proses implementasi 

E-Court kepada masyarakat pencari keadilan, pada bulan Agustus 

2019, Pengadilan Agama Nganjuk membangun sebuah meja 

khusus pelayanan E-Court, yang diberi nama Pojok E-Court. 

Bahkan, bagi para pengacara telah dibebaskan dari antrian 
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layanan meja PTSP dan dapat langsung dilayanani di Pojok 

E-Court. Di sini, petugas akan menanyakan apakah pengacara 

tersebut telah mempunyai akun E-Court. Jika belum, maka 

petugas akan membantu memberikan penjelasan mengenai 

bagaimana beracara dengan E-Court dan akan membantu proses 

registrasi pengguna terdaftar pengacara tersebut. Jika telah 

mempunyai akunnya, petugas akan membantu pengacara untuk 

melakukan pendaftaran perkara dengan menggunakan E-Court. 

Berdasarkan pengakuan dari beberapa pengacara, meja E-Court 

ini telah membantu mempermudah mereka dalam melaksanakan 

tugasnya mendaftarkan perkara. 

Proses penggunaan aplikasi e-court yaitu untuk 

mempermudah para pencari keadilan dalam pendaftaran perkara 

dengan elektronik. Lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan 

khususnya Pengadilan Agama Nganjuk dalam upaya melakukan 

perubahan administrasi di pengadilan. Sistem e-court Mahkamah 

Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau 

gugatan perdata agama di seluruh Indonesia secara elektronik 

tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran 

juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan 

pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran 

pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, 
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sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa 

administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi 

perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha 

negara, saat ini pendaftaran sudah diberlakukan pada Pengadilan 

Agama Nganjuk. Selama tahun 2020 ini Pengadilan Agama 

Nganjuk sudah banyak sekitar + 18% mendapatkan pendaftaran 

melalui e-court. 

Para pengacara yang melakukan pendaftaran perkara 

mengklaim bahwa mereka sangat mengapresiasi inisiatif 

Mahkamah Agung dalam membuka sistem pelayanan e-court. 

Para advokat menyatakan bahwa sangat berterima kasih kepada 

dengan adanya e-court di Pengadilan Agama Nganjuk ini. Advokat 

kini bisa beracara di banyak tempat tanpa perlu harus hadir 

langsung, dan tentunya ini memotong biaya. Pembayaran perkara 

bisa dilakukan dari bank manapun dengan saluran apapun, 

terlepas dari mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan. 

Pengacara di Nganjuk juga mengaku bahwa proses pendaftaran 

perkara sangat cepat, proses pendaftaran, pembayaran sampai 

keluar nomor perkara dapat diselesaikan dalam hitungan satu jam. 

Walaupun Aplikasi E-Court telah mengalami 

perkembangan, tidak hanya pengacara yang dapat menggunakan 
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layanan E-Court, melainkan masyarakat umum juga dapat 

mendaftarkan perkara menggunakan E-Court akan tetapi sampai 

saat ini masyarakat umum belum ada satupun yang mendaftarkan 

secara mandiri melalui e-Court. Dalam perkembangnnya dengan 

menggunakan aplikasi E-Court, saat ini juga telah dapat dilakukan 

persidangan secara elektronik, yang dikenal dengan istilah 

E-Litigasi. Pada tahun 2020 terdapat 517 perkara yang didaftarkan 

secara E-Court, akan tetapi baru sebatas para advokat saja, ini 

dikarenakan tingkat pengetahuan yang kurang dari masyarkat 

nganjuk. Memang bukanlah hal yang mudah dalam membiasakan 

sebuah inovasi kepada pada pengguna, mengingat E-Litigasi 

adalah ibarat sebuah dobrakan besar dalam proses peradilan di 

Indonesia.  
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A. P

elayanan Publik Yang Prima  

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab seluruh 

stakeholder dalam suatu instansi, baik itu instansi pemerintah maupun 

instansi swasta lainnya yang menyediakan jasa atau produk 

pelayanan. 

Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun 

pelayanan jasa.Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam 

memberikan kritik bagi pelayanan publik, Oleh sebab itu substansi 

administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan 

seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai  tujuan. Salah  

satu  bentuk  pelayanan  publik yang dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama Nganjuk adalah pemenuhan kemudahan dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Reformasi 

dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan prima para pencari 

keadilan sesuai dengan yang dimaklumatkan dalam visi dan misi 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

 

B. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan program 

BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 



 

 110_tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC 

Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI untuk 

diimplementasikan di pengadilan agama seluruh Indonesia. Salah 

satu rujukan program APM ini adalah standar ISO 9001-2015 dan ini 

juga memastikan bahwa standar yang disusun berkolerasi dengan 

standar pelayanan internasional. Selanjutnya program APM berbasis 

risiko (risk based thiking) maksudnya adalah antisipasi selalu 

dilakukan melalui proses pengendalian dan monitoring dalam upaya 

menjaga konsistensi implementasi dan peningkatan kualitas 

pelayanan. Berjalanya program APM ini sangat ditentukan oleh 

semangat dan komitmen seluruh apratur pengadilan agama untuk 

mematuhi standar yang telah ditentukan. 

Konsep Akreditasi Penjaminan Mutu adalah pembinaan yang 

terstruktur, sistemik dan berkesinambungan yang artinya 

implementasi APM tidak berhenti manakala Pengadilan telah 

menerima sertifikat akreditasi tetapi terus menerus memeliharanya 

pasca penerimaan sertifikasi akreditasi. 

Sekretaris dan Panitera yang diidentifikasikan dalam struktur 

organisasi bertanggungjawab untuk menerapkan dan mengendalikan 

system mutu dalam ruang lingkup pekerjaannya serta tanggung jawab 

dalam hal perencanaan Nganjuk daya yang membutuhkan, 

menyerahkannya ke Bagian Perencanaan dan Kepegawaian untuk 

diajukan ke Manajemen guna mendapat persetujuan Sekretaris dan 

Panitera harus mendorong seluruh pegawai untuk berpartisipasi 



 

 111_tÑÉÜtÇ ^xz|tàtÇ gt{âÇtÇ cT aztÇ}â~ gt{âÇ ECEC 

secara aktif dalam : 

 Mengidentifikasikan permasalahan mutu, baik yang telah terjadi 

maupun yang akan terjadi dan menyelesaikannya sesuai 

dengan tanggung jawab dan wewenangnya. 

 Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders secara konsisten. 

 Mengendalikan dan memastikan bahwa mutu produk yang 

disampaikan kepada stakeholders memenuhi persyaratan yang 

telah disepakati. 

Tanggung jawab dan wewenang yang lebih spesifik dari 

setiap pegawai yang terkait (yang mempengaruhi system mutu), 

dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur dan Tupoksi serta 

Job Description. Ketua TPM ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Agama Nganjuk atas dasar kemampuannya untuk 

menerapkan, memelihara, melaksanakan perbaikan dan peningkatan 

sistem manajemen mutu. 

Tanggung jawab dan wewenang Ketua Tim Penjaminan Mutu 

adalah: 

1. Meyakinkan bahwa proses yang diperlukan dalam sistem 

manajemen mutu dibuat, diimplementasikan dan dipelihara, 

diterapkan yang sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen 

Mutu Pengadilan Agama Nganjuk dan SMM ISO 9001 : 2015. 

2. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama 
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Nganjuk setiap performance sistem manajemen mutu dan 

kebutuhan akan tindakan perbaikan 

3. Meminta perbaikan atas penyimpangan 

pelaksanaan sistem mutu yang ditemukan pada waktu 

Asessment. 

4. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk 

meninjau keefektifan mutu. 

5. Meyakinkan bahwa persyaratan stakeholders 

dimengerti dan disadari oleh seluruh pegawai. 

 

Dengan adanya program APM ini dapat merubah pada pola pikir 

dan budaya kerja apratur Pengadilan Agama dan memberi jaminan 

pada pelanggan bahwa pelayanan yang dberikannoleh pengadilan 

agama sesuai dengan harapan. Review pedoman Akreditasi 

Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Nganjuk merupakan 

komitmen Pengadilan Agama Nganjuk dalam rangka melanjutkan 

peningkatan kualitas peradilan agama terutama menyangkut 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, selain itu umtuk 

melakukan pemeliharaan, pemantauan, menjaga konsistensi dan 

mengevaluasi penerapan sistem APM dengan melakukan 

penyempurnaan dan review pedoman APM. Sehingga di tahun 2020 

ini Pengadilan Agama Nganjuk berhasil mendapat predikat A- 

Excellent. 
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Sertifikat APM beserta Foto Kegiatan APM DI Pengadilan Agama 

Nganjuk 

 

Semoga dengan adanya APM ini Administrasi Pengadilan 

Agama Nganjuk akan menjadi administrasi yang berkualitas, karena 

dengan administrasi yang berkualitas tentunya Pengadilan Agama 

Nganjuk akan dapat memberikan pelayanan prima yang akan 

mendatangkan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan. 
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C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan 

proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian 

produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu berdasarkan pada SK 

Dirjen Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018. Adapun ruang 

lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama 

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan . PTSP dilaksanakan dengan prinsip : 

a. Integrasi; 

b. Koordinasi; 

c. Efisiensi; 

d. Efektifitas; 

e. Aksesibilitas. 

f. Tranparansi, dan 

g. Akuntabilitas 

PTSP bertujuan mewujudkan proses peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan, Memberikan pelayanan 

administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi 
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kepada Pengguna Layanan dan Menjaga independensi dan 

imparsialitas aparatur Pengadilan. Penerapan dari pelayanan satu 

pintu di Pengadilan Agama Nganjuk secara keseluruhan sudah 

berjalan secara baik sesuai dengan aturannya, walaupun dalam 

pelaksanaanya masih banyak mengalami kendala dan permasalahan 

serta keterbatasan ketersediaannya sarana dan prasarana yang 

mendukung. 

Implentasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan 

Agama Nganjuk sampai tahun 2020, telah banyak mengalami 

perkembangan yang pesat beberapa kemajuan perkembangannya 

diantaranya : 

1. Fasilitas PTSP Pengadilan Agama Nganjuk telah terintegrasi 

dalam satu meja pelayanan, mulai dari pelayanan meja informasi 

sampai dengan meja pelayanan pengambilan akte cerai bahkan 

sampai petugas bank BRI sebagai rekanan sudah standby di 

PTSP Pengadilan Agama Nganjuk, dimana sebelumnya masih 

terpecah pecah. Dimana jika dalam tahap I diawali dengan 

pembuatan tulisan pembangunan ruang PTSP (meliputi back 

drop, dan meubelair) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 

90.000.000,- pada tahun 2019, selanjutnya PTSP 

menyempurnakan dengan pengadaan PC bagi petugas PTSP 

dimana anggaran tersebut dibebankan oleh DIPA Pengadilan 

Agama Nganjuk Tahun 2020 . Adapun rinciannya untuk biaya 
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renovasi sebagai berikut : 

No. Nama Barang Harga Satuan QTY Jumlah 

1 PC / Komputer 12.500.000 2 25.000.000 

 

Perbaikan tersebut tidak terlepas dari beberapa tuntutan dari 

petugas PTSP Pengadilan Agama Nganjuk yang berkomitmen 

untuk memberikan pelayanan prima kepada para pihak yang 

berperkara Pengadilan Agama Nganjuk. 

2. Petugas Pelayanan di meja PTSP selalu melayani dengan ramah 

dengan menerapkan budaya kerja 3S (Senyum, Sapa Dan Salam) 

3. Beberapa perbaikan yang tampak selain sarana dan prasarana juga 

adanya perbaikan dari sisi performance para petugas pelayanan di 

meja PTSP, diantaranya petugas pelayanan di meja PTSP sudah 

menggunakan seragam yang wajib digunakan mulai dari petugas di 

meja pendaftaran sampai dengan petugas meja pelayanan akte 

sehingga menambah tertibnya pelayanan meja PTSP di Pengadilan 

Agama Nganjuk . 
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Foto Pelayanan PTSP Pengadilan Agama Nganjuk 

 

Foto Fasilitas Ruang Tunggu 

 

Perkembangan diakhir tahun 2020 , Pengadilan Agama 
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Nganjuk mendapatkan transfer masuk barang dari Mahkamah 

Agung RI, berupa PC Unit sebanyak 2 ( dua ) unit dimana 

peruntukannya khusus untuk petugas pelayanan satu pintu 

(PTSP). Selain PC Unit Mahkamah Agung RI juga memberikan 

transfer masuk barang berupa Kios K, yang nantinya akan 

digunakan untuk mendukung 11 program unggulan Dirjen Badilag 

berupa ketersediaannya mesin antrian sidang. Saat ini sudah 

dapat dimanfaatkan aplikasi tersebut dilingkungan satker. Dengan 

adanya penambahanan sarana dan prasarana pendukung maka 

semakin lengkaplah ketersediaan fasilitas untuk meja pelayanan 

PTSP. 
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Gambar 11 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag
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Dengan adanya pojok E-Court ini, diharapkan para advokat 

memanfaatkan pelayanan ini karena disamping dapat mendaftarkan 

perkara secara online, melalui E-Court juga dapat membayar panjar 

biaya perkara secara elektronik. 

 

D. Inovasi Pelayanan Publik  

Inovasi adalah sebuah pembaharuan atau penemuan baru 

yang berbeda dari sebelumnya. Penerapan inovasi Pelayanan Publik 

di Pengadilan Agama Nganjuk merupakan salah satu faktor penting 

yang menentukan keberhasilan Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

melayani masyarakat pencari keadilan. 

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk telah 

menerapkan beberapa inovasi diantaranya : 

 Sistem Antrian Terpadu untuk meja pelayanan dan antrian 

Sidang 

Dalam kurun waktu April s.d. Juni 2020, Pengadilan 

Agama Nganjuk melakukan sebuah perubahan dalam bidang 

Teknologi Informasi/Pelayanan Publik, yaitu adanya Sistem 

Antrian Terpadu. Sistem antrian terpadu ini adalah sebuah sistem 

antrian yang terdiri dari sistem antrian sidang dan sistem antrian 

pelayanan. Sebelumnya Pengadilan Agama Nganjuk telah 

memiliki sistem antrian sidang yang terintegrasi dengan SIPP, 

namun belum memiliki sistem antrian untuk Pelayanan, atau 
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dengan kata lain antrian pelayanan masih dilakukan secara 

manual. Kini hasil perkembangan ditahun 2020 Pengadilan 

Agama Nganjuk telah menerapkan sistem antrian sidang yang 

tetap terintegrasi dengan SIPP ditambah dengan sistem antrian 

pelayanan yang terdiri dari antrian layanan Posbakum, layanan 

Pendaftaran, layanan Akta Cerai, dan layanan Kasir. Untuk 

mengidentifikasi pihak yang ingin melakukan pendaftaran sidang 

maka aplikasi mesin antrian sidang sudah dilengkapi dengan web 

camera, hal ini diupayakan untuk menghindari adanya pungli dan 

memberantas segala bentuk korupsi di Pengadilan Agama 

Nganjuk . 

 

Foto Mesin Antrian Sidang 
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Sistem antrian ini di instal pada server dan dijalankan 

pada sebuah laptop dengan monitor touchscreen yang 

terhubung dengan sebuah printer thermal untuk mencetak nomor 

antrian. 

 

 Pemberian Kalung Tanda Pengenal Kepada Para Pihak 

Yang Berkunjung 

Selanjutnya inovasi di Pengadilan Agama Nganjuk, untuk 

periode triwulan III yaitu adanya peningkatan dalam memberikan 

pelayanan kepada para pihak, yaitu dengan memberikan kalung 

tanda pengenal, baik untuk pihak yang datang untuk memenuhi 

persidangan maupun untuk yang non persidangan. 

Untuk membedakan pihak yang datang, maka kalung 

tanda pengenal tersebut dibedakan menjadi tiga warna dimana : 

1. Kalung warna merah digunakan untuk pihak yang ingin 

melakukan persidangan (Penggugat/Pemohon); 

2. Kalung warna hijua digunakan untuk pihak yang ingin 

melakukan persidangan (Tergugat/Termohon); 

3. Kalung warna kuning dikhususkan untuk pihak yang ingin 

melakukan pendaftaran perkara; 

4. Kalung warna biru khusus bagi saksi untuk persidangan; 

5. Kalung warna hitam khusus bagi Advokat untuk persidangan. 
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Foto Gambar Jenis Kalung Yang Digunakan Pada pengadilan 

Agama Nganjuk 

 

Penggunaan Kalung Tanda Pengenal 
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 Penerapan 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag 

Pada awal tahun 2020 Ditjen Badilag meluncurkan 11 

(sebelas) aplikasi unggulan dan sudah mulai diterapkan pada 

satker-satker pangadilan agama, termasuk Pengadilan Agama 

Nganjuk. Adapun 11 (sebelas) aplikasi unggulan tersebut adalah : 

1. Aplikasi Notifikasi Perkara 

2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara 

3. Aplikasi Antrian Sidang 

4. Aplikasi Data Kemiskinan 

5. Aplikasi Command Center 

6. Aplikasi PNBP Fungsional 

7. Aplikasi e-Eksaminasi 

8. E-Register 

9. E-Keuangan Perkara 

10. Validasi Akta Cerai 

11. Gugatan Mandiri 
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Gambar 11 Alpikasi Inovasi Ditjen Badilag 

Pada tanggal 5 Desember 2020, Pengadilan Agama 

Nganjuk telah melaporkan laporan kemajuan pemanfaatan 11 

aplikasi tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengadilan Agama Nganjuk telah menerapkan kesemua 

inovasi unggulan yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag. 

 

 Penerapan E-Litigasi (Persidangan Elektronik) 

Sebagai lanjutan dari penerapan E-Court, Mahkamah 

Agung telah meluncurkan fitur baru pada aplikasi E-court, yang 

disebut dengan istilah E- Litigasi atau dengan kata lain 

Persidangan Elektronik. Pengadilan Agama Nganjuk sendiri telah 

mulai menerapkan sistem E-litigasi ini. Saat ini dari 276 perkara 

yang didaftarkan melalui E-Court, ada satu perkara yang sedang 

ditangani melalui persidangan elektronik di Pengadilan Agama 

Nganjuk .  
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 Aplikasi SIVIA (Sistem Validasi Informasi Akta Cerai) 

Selain aplikasi unggulan dari Ditjen Badilag, Pengadilan 

Agama Nganjuk juga telah mengembangkan sebuah inovasi yang 

diambil dari pengembangan aplikasi Validasi Akta Cerai dari 

Ditjen Badilag yang di beri nama aplikasi SIVIA. Aplikasi ini selain 

menvalidasi keaslian Akta Cerai juga menghubungkan data para 

pihak sehingga lebih valid dan keasliannya lebih terjamin. 

Aplikasi ini telah diluncurkan pada bulan Oktober 2020 

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan juga di 

saksikan oleh Fokopimda Kabupaten Nganjuk. 

Gambar Tampilan Muka Aplikasi SIVIA 
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Gambar Tatap Muka Aplikasi Sivia 
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A.  PENGAWASAN INTERNAL 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok 

managemen untuk 

menjaga dan 

mengendalikan agar 

tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan 

dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam sebuah instansi atau 

organisasi, perlu adanya pengawasan, baik pengawasan internal dan 

evaluasi. kegiatan dari pengawasan itu sendiri berfungsi untuk 

mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas 

dan fungsi untuk masing masing bidang/bagian dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah 

dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan untuk 

mewujudkan Badan Peradilan Indonsesia yang agung, merupakan visi 

Mahkamah Agung yang dimuat dalam cetak biru Mahkamah Agung 

2010 – 2035. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok 

BAB VI 

P E N G A W A S A N 
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manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah 

pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek 

yang tidak dapat dipisahkan yaitu Pengawasan dan pembina. Dengan 

demikian Pengawasan di lingkungan peradilan mempunyai landasan 

yang sangat kuat, karena merpakan salah satu unsur manajemen yang 

harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan 

dan berkesinambungan. 

Demikian pula di Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya agar pelaksanaan 

tugas peradilan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku.Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Nganjuk baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang 

bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah 

pengawasan internal sebagai berikut : 

1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court 

calender. 

2. Melakukan eksaminasi per tiga bulan (empat) kali dalam satu 

tahun, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Nganjuk. 

3. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik 

maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau 
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Panitera/Sekretaris; 

4. Memfungsikan hakim Pengawas bidang (setiap bulan) untuk 

bagian keperkaraan maupun bagian kesekretariatan. 

5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 6 

bulan sekali 

6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 6 

bulan sekali. 

7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas 

Bidang; 

8. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan memeriksa 

pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI.  

9. Mengadakan pembinaan serluruh karyawan Pengadilan Agama 

Nganjuk setiap sebulan sekali dengan Rapat Koordinasi dan 

Pembinaan, Apel pagi setiap hari, sedangkan untuk hari Jum’at 

diadakan apel sore. 

10. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan 

dilakukan setiap hari pada jam 07.45 dengan cara memeriksa 

absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar diberlakukan surat 

tugas, dan bagi pegawai yang mempunyai keperluan di luar kantor 

diberlakukan surat izin keluar kantor. 

11. Selain dilakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari Hakim, 

Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita sampai ke karyawan 
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karyawati, adakalanya Pimpinan memberikan sanksi atau teguran 

baik secara lisan ataupun tertulis, yang bertujuan agar pegawai 

lebih berdisiplin baik untuk penyelesaian tugas tugas sehari dan 

lebih memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. 

Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal 

mencangkup 2 (dua) jenis pengawasan yang terdiri dari pengawasan 

melekat dan pengawasan fungsional. Disamping kedua pengawasan 

tersebut terdapat juga pengawasan rutin. 

 Pengawasan Melekat. 

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung 

terhadap bawahan secara preventif dan reprensif agar 

pelaksanaan tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Di Pengadilan Agama Nganjuk pengawasan melekat 

dilakukan oleh  Ketua Pengadian Agama Nganjuk dengan cara 

terus menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tgas 

sehari-hari serta mengadakan rapat- rapat pembina secara 

periodik. Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua 

Pengailan Agama Nganjuk telah membentuk Hakim pengawas 

bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi 

bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing, 
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walaupun seringnya terjadi bongkar pasang Hakim Pengawas 

yang diakibatkan mutasi yang bersangkutan, tapi pada akhirnya  

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk 

Nomor W13-A22/2662/KP.04.6/8/2020, tanggal 28 Agustus 2020, 

tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni : 

1. H. ALI HAMDI, S.Ag., M.H, sebagai koordinator Pengawas. 

Berkewajiban dan bertanggungjawab serta membuat laporan 

hasil pengawasan untuk di sampaikan kepada Ketua 

Pengadilan. 

2. Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H., sebagai 

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Managemen Peradilan, 

yaitu melakukan pengawasan keuangan meliputi : Program 

Kerja dan Pencapaian Target, Pengawasan dan Pembinaan, 

Kepemimpinan/Leadership, Proses Penyelenggaraan 

Manajemen, Perencanaan Strategis. 

3. Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, sebagai Hakim Pengawas 

Bidang Adminstrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, 

meliputi : Sistem Pembagian perkara dan penetuan majelis 

hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian 

perkara, minutasi perkara, dan pelaksanaan 

putusan/eksekusi. 

4. ZAINURI JALI, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Pengawas Bidang 

Kinerja pelayanan Publik, meliputi : Meja Informasi dan 
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Pengaduan, Proses Pendaftaran Perkara, One Day Minut, 

Pelayanan di Meja III, Antrian Sidang, Kebutuhan dan 

keputusan Pengguna/Custumer Focus. 

5. SAMSITUL ROSIDAH, S.Ag., sebagai Hakim Pengawas 

Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

laksana, meliputi : Rekapitulasi Absensi, Kelengkapan Data 

SIMPEG, SIKEP dan E-Doc, DUK, Bezetting, Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Kelengkapan Data SIMPEG, SIKEP 

dan E-Doc, DUK, Bezetting, Manajemen Sumber Daya 

Manusia. 

6. HASYIM ALKADRIE, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Pengawas 

Bidang Administrasi Perkara, meliputi : Posbakum, Surat 

Gugatan/Permohonan, Penerima Perkara Tingkat Pertama, 

Banding Kasasi, Peninjauan Kembali, Proses Penerimaan 

Perkara Pada Meja 1, Penyetoran Panjar Biaya Perkara 

Melalui Bank, pelaporan. 

 

 Pengawasan Fungsional 

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi 

untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 

1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi 

Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 

hurus c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
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pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun 

ekstern pemerintah yang dilaksnakan terhadap pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan 

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama 

Nganjuk dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung 

dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

 

 Pengawasan Rutin 

Pengadilan Agama Nganjuk dalam melaksanakan 

pengawasan rutin terhadap kewenangan masing-masing bagian 

dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim 

Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Tinggi Pengawas 

pada Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim Pengawas dari 

Mahkamah Agung RI. 

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas 

sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai apalagi saat masa 

pandemi COVID-19, absensi yang digunakan awalnya beralih ke 

absensi online akan tetapi dalam perjalanannya sistem absensi 

online ini kurang efektif dikarenakan dapat dilakukan dimanapun 

bahkan di rumah sekalipun, sehingga absensi beralih ke semula 

disamping menggunakan onlien juga menggunakan absensi 

manual dan memakai fingerprint sehingga baik kedatangan 
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maupun pulangnya pegawai bisa dilihat dari hasil print out setiap 

bulan bahkan setiap harinya, sebagai wujud implementasi dari 

KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekertaris MARI 

Nomor : 35/SK/IX/2008. 

 

B.  EVALUASI 

Evaluasi suatu kinerja 

merupakan sebuah penilaian 

yang digunakan untuk 

meriview kinerja, peringkat 

kinerja dan penilaian kinerja , 

sekaligus mengevaluasi 

pegawai sehingga dapat diketahui pegawai mana yang mampu 

melaksanakan pekerjaan secara baik, efisien, efektif. 

Sesuai dengan produk dari Pengadilan Agama yaitu 

produknya berupa putusan dan Akta Cerai. Selama Tahun 2020 ini, 

Pengadilan Agama Nganjuk telah maksimal dalam hal penyelesaian 

perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam persentasi Kinerja 

Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan telah 

mencapai sebesar 96,53 % dengan persentase waktu putus sebesar 

99 % dan persentase waktu minutasi sebesar 100%. Walaupun di 

tahun 2020 ini jumlah perkara yang diterima semakin meningkat 

dibanding dengan tahun lalu namun tidak diimbangi dengan jumlah 
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Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya , Pengadilan Agama 

Nganjuk tetap terus berusaha untuk meningkatkan penyelesaian 

perkara agar capaian kinerja penangan perkara dalam SIPP 

memperoleh capaian kinerja yang tinggi. Disisi lain , ketersediaan atas 

sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk, masih 

banyak kekurangan di antaranya : 

1. Selama Tahun 2020 ini, Jumlah perkara yang diterima mengalami 

peningkatan dengan persentase sebesar 9%, Hal tersebut sangat 

mempengaruhi dalam kondisi persidangan. Dimana keterbatasan 

Panitera Pengganti sudah sangat kewalahan untuk pelaksanaan 

sidang, karena dengan bertambahnya perkara khususnya perkara 

permohonan terutama Dipsensasi Kawin dengan terbitnya UU Nomo 

16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 

menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 tahun.” maka kerap sekali Panitera 

Pengganti dalam satu minggu bersidang dalam 2 hari berturut-turut 

dengan jumlah perkara sekutar 40 perkara bahkan sampai 60 perkara,  

kondisi ini sangat memprihatinkan karena membuat para pihak 

menunggu cukup  lama  untuk dipanggil ke dalam persidangan. 

2. Ketersediaan sarana dan prasarana alat pengolah data berupa /Laptop 

dan AC masih mengalami banyak kekurangan. Selain itu kebutuhan 
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Mesin Scanner untuk menunjang E-Court Di Meja Pelayanan E-Court 

juga belum terpenuhi serta untuk arsip digital. 

3. Pelaksanaan program unggulan Badilag yaitu E-Litigasi Di Pengadilan 

Agama Nganjuk belum sepenuhnya dapat berjalan dikarenakan masih 

belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang 

diantaranya ketersediaannya infocus beserta layarnya, Web Camera, 

Wireless Microphone, Speaker Aktiv, Monitor LCD dan Mixer, akan 

tetapi di tahun anggaran 2021 Pengadilan Agama Nganjuk mendapat 

belanja modal untuk ruang sidang elektronik demi mendukung program 

E-Litigasi. 

4. Meskipun pada tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk mendapat 

tambahan pegawai, namun seiring dengan volume kerja yang semakin 

meningkat, sumber daya manusia yang ada masih belum mencukupi, 

masih ada beberapa staf yang bekerja rangkap jabatan, terutama staf 

di kesekretariatan. Contohnya : Jurusita masih merangkap sebagai 

bendahara dan panitera pengganti. Kasubag merangkap Jurusita. 

5. Pengadilan Agama Nganjuk telah menerapkan system One Day One 

Minute, khusus untuk perkara perkara yang putus verstek, hal tersebut 

merupakan suatu perbaikan untuk meningkatkan penyelesaian 

perkara. 
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A.  KESIMPULAN 

1. Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk telah disusun 

berdasarkan hasil analitis kenyataan secara objektif dengan 

informasi yang sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan di Tahun 

2020. 

2. Pengadilan Agama Nganjuk telah melaksanakan pembagian tugas 

atau job description dari suatu jabatan berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan yang ada, hal ini sesuai dengan tugas 

dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

tahun 2020. Kemudian kinerja pegawai tersebtu mempunyai 

standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur 

kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaian 

tugas- tugas tersebut. 

3. Pengelolaan Keuangan DIPA Pengadilan Agama Nganjuk Di 

Tahun 2020, mengalami banyak kelebihan dikarenakan pada 

musim pandemi covdi-19 yang menyebabkan beberapa bagian 

anggaran Dipa yang kurang bisa terserap 100 %, akan tetapi 

BAB VII 

P E N U T U P 
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secara keseluruhan sudah cukup baik. 

4. Pengelolaan administrasi perkara pada tahun 2020 sejumlah 3.166 

Perkara yang terdiri dari penerimaan perkara gugatan tahun 2020 

sebanyak 2.464 perkara dan peneriman perkara permohonan 

pada tahun 2020 sebanyak 536 perkara, sedangkan sisa perkara 

dari tahun 2019 sebanyak 166 perkara. Adapun penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Agama Nganjuk berjalan dengan baik 

dengan target yang diingiinkan, pada akhir tahun 2020 perkara 

gugatan yang dapat diselesaikan sebanyak 2519 perkara 

sedangkan perkara permohonan sebanyak 537 perkara dan sisa 

yang belum diputus sebanyak 106 perkara gugatan, sedang sisa 

perkara permohonan sejumlah 4 perkara. 

5. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Nganjuk telah banyak 

mengalami kemajuan dalam pengelolaan administrasi perkara dan 

umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat 

baik sekali diantaranya dengan diluncurkannya 11 (sebelas) 

aplikasi.  Adapun 11 (sebelas) aplikasi unggulan tersebut adalah : 

Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk dan Perkara, 

Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Data Kemiskinan, Aplikasi 

Command Center, Aplikasi PNBP Fungsional, Aplikasi 

e-Eksaminasi, E-Register dan E Keuangan Perkara, Validasi Akta 

Cerai dan Gugatan mandiri. 

6. Penerapan dari pelayanan satu pintu di Pengadilan Agama 
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Nganjuk secara keseluruhan sudah berjalan secara baik sesuai 

dengan aturannya, walaupun dalam pelaksanaanya masih banyak 

mengalami kendala dan permasalahan serta keterbatasan 

ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung. 

7. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan 

Agama Nganjuk dalam hal memberikan pelayanan publik melalui 

sistem teknologi informasi melalui SIPP dan Reformasi Birokrasi 

serta program unggulan Pengadilan Agama Nganjuk yaitu One 

Day Minute yaitu proses penyelesaian perkara verstek dimana 

pihak dapat langsung mengambil salinan putusan pada hari itu 

selalu perkara putus sekalipun tidak luput dari kendala-kendala 

yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Semakin 

mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya 

perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan 

Pengadilan Agama Nganjuk, menandai tingkat 

kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin 

tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran 

Pengadilan Agama Nganjuk di tahun 2020 semakin baik dibanding 

tahun-tahun sebelumnya. 

8. Tanggung jawab Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal 

penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai dan 

barang semakin efektif dan efesien, tepat cara dan sasaran. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2020. 
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Pengelolaan keuangan DIPA 01 TA 2020 telah dilaksanakan 

dengan berpedoman kepada peraturan yang ada sehingga 

penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari pagu anggaran 

sebesar Rp. 4.483.875.000,- dan terealisasi sebesar      Rp. 

4.546.782.132,- atau terelisasi sebesar 99,28 % serta sisa 

anggaran sebesar Rp. 33.172.868,- atau tersisa 0,78% dan 

pengelolaan DIPA 04 TA 2020 sebesar Rp. 47.500.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 47.487.000,- (99,97%) serta sisa anggaran 

sebesar Rp. 13.000,- keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan 

sisa anggaran yang dianalisis secara reasonable dan accountable. 

9. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum 

seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, 

10. Pendaftaran perkara melalui E-Court ditahun 2020 sudah berjalan 

dengan baik, dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 517 

perkara.  

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi 

bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Visi 

misi Pengadilan Agama Nganjuk memberikan pelayanan yang 

maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, 

mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab 

tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, 
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mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki 

akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada 

proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan 

efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. 

 

B. REKOMENDASI 

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan saran saran sebagai berikut : 

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara 

a. Perlu adanya penambahan ruang arsip beserta 

perlengkapannya yang layak dan memadai. 

b. Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip 

dinamis. 

c. Perlu diadakan pelatihan guna peningkatan kadar 

pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui 

penataran-penataran singkat, upgrading, dan pembekalan 

seluruh pejabat fungsional dan struktural. 

d. Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang 

cukup dan di dukung juga oleh sumber daya manusia 

profesional dan kredibel, dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan mempercepat proses pelayanan perkara 

sehingga Pengadilan Agama Depok  dapat mewujudkan visi 

dan misinya. 
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e. Pada saat ini sangat dibutuhkan tenaga ahli dibidang pranata 

komputer dalam memacu dan memaksimalkan kinerja, 

khususnya di bidang Teknologi Informasi, mengingat 

penerapan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam 

penyelesaian tugas baik itu dibidang administrasi kepaniteraan 

dan kesekretariatan. 

f. Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta 

diklat manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral dll). 

g. Untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Depok 

perlu kiranya diusulkan untuk diklat public speaking diklat 

tentang kepribadian. 

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen 

a. Perlu adanya evaluasi bagi tenaga PPNPN dikarenakan kinerja 

yang kurang baik, sehingga kurang maksimalnya pekerjaan di 

kantor Pengadilan Agama Nganjuk 

b. Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan 

pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi; 

c. Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk 

teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan 

kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai 

dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan 

professional serta dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Perlu adanya penambahan jumlah kendaraan dinas roda dua 
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dan roda 4 untuk menunjang tugas tugas sehari hari. 

e. Perlu diadakan diklat dibidang Keuangan, Kepegawaian, 

Umum serta diklat tentang penyusunan Laporan Tahunan agar 

dapat lebih baik lagi dalam penyusunan Laporan Tahunan di 

Tahun berikutnya. 

f. Perlu adanya penambahan anggaraan melalui DIPA untuk 

penambahan tenaga honorer/kontrak. 

g. Perlu adanya penambahan anggaran melalui DIPA untuk 

pembangunan/renovasi gedung dan bangunan di pengadilan 

Agama Nganjuk, dikarenakan gedung sudah terlalu kecil 

dengan model yang tidak prototipe. 

h. Perlu adanya diklat tentang pengetahuan dasar komputer 

untuk seluruh pegawai termasuk hakim dan kepaniteraan 

mengingat perkembangan teknologi informasi semakin 

penting dan harus diimbangi dengan kualitas SDM yang 

mempunyai kemampuan dibidang teknologi informasi. 

i. Perlu adanya penambahan jumlah pegawai dibidang 

administrasi kesekretariatan, terutama untuk bagian umum 

dan keuangan dan bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, 

mengingat semakin bertambahnya volume pekerjaan yang 

tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. 

j. Perlu adanya penambahan pegawai di bagian kepaniteraan 

dikarenakan Panitera Pengganti hanya 2 orang sedangkan 
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perkara yang kita tangani sebanyak + 3000 perkara. 

k. Perlu adanya penambahan untuk sarana penyimpanan baik itu 

arsip kesekretariatan dan arsip kepaniteraan. 

l. Selain di bagian pelayanan, perlu diusulkan untuk pengusulan 

diklat ditingkat pimpinan agar dapat mendalami tugas pokok 

dan fungsi yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi dan 

diklat tentang Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai 

dengan program program yang telah dicanangkan oleh 

Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama. 
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